o

\ D </

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat

Telp : 021 390 5876 Fax: 021 390 6189 , PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL
TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

MAJALAH EDISI
JULI - SEPTEMBER
2018

KOMISI YU

LIPUTAN KHUSUS
KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN
TERJAMIN, HAKIM FOKUS TANGANI
PERKARA

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

4

KATA YUSTISIA

OTT TERULANG, KY SERUKAN
PERADILAN INDONESIA
BANGKIT




DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

ekrutmen CalonHakim Agung
R(CHA) Tahun 2018 kembali

di gelar Komisi Yudisial (KY),
babak baru dalam penerimaan hakim
agunginitengah berada dalam uji
seleksikualitas di Badan Pusdiklat
Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Peradilan, Mahkamah
Agung (MA) diMegamendung, Jawa
Barat, pada pertengahan September
2018. Penyelenggaraan rekrutmen
didasarioleh surat Wakil Ketua
MARIBidang Non Yudisial Nomor
4/WKMANY/7/2018 tentang
Pengisian Kekosongan Jabatan
Hakim Agung, MA membutuhkan
8orang, diantaranyalorang untuk
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- kamar Pidana, Torang untuk kamar
- Agama, 2 orang untuk kamar militer,
- 3oranguntuk kamar perdata, dan’

- oranguntuk kamar tata usahanegara
- khusus pajak.

- Darikebutuhan tersebut ada

© yang sedikit berbeda dari tahun

: sebelumnya, pasalnya MA

© memberi catatan kepadaKY agar
memprioritaskan CHA yang lolos
- berasaldarijalur karier. Sementara,
- untuk kandidat nonkarier harus

- berdasarkankebutuhan MA,

- misalnya untuk kamar Tata Usaha
- Negara (TUN), MA memintaagar

- calon khusus yang memiliki keahlian
- hukum perpajakan.

" Kebutuhan MA inididesak

oleh putusan MK Nomor 53/
PUU-XIV/2016 terkait pengujian
Pasal 7 huruf b butir 3dan Pasal 7
huruf aangka 6 UUNomor 3 Tahun
2009 tentang MA yang dinyatakan
inkonstitusional bersyarat terkait
syarat pendidikan dan pengalaman

CHA. Sehingga hal tersebut membuat
: yangagung perlu didukung dengan
bersama semua elemen masyarakat
- dalammewujudkan peradilanyang
- bersih.

KY memperketatjalur nonkarier dan
selama proses rekrutmenKY sangat
memperhatikan antara calon dengan
kebutuhan yang spesifik sesuai
kebutuhan MA, selanjutnyaisuini
diulas dalam artikel laporan utama
edisiini.

DARI REDAKSI

- Isulainyanghangat disajikan diedisi
- iniadalahjaminan keamanandan

- kesejahteraan hakimyang sampai

- sejauhiniterusdidorongolehKY.

- Mengingat telah diterbitkan cukup

- lama, PP No. 94 Tahun 2012 tentang
- Keuangan dan Fasilitas Hakim

- yang Berada diBawah Mahkamah

- Agung (MA), seharusnyapara

- hakim telah menerima fasilitas

© seperti, perumahan, kesehatan, dan
keamanan yang memadai. Namun
hingga sejauh ini, hanya gaji saja yang
baru dapat dipenuhioleh pemerintah.

Seyogyanya keberhasilan MA

- merupakan keberhasilan bagi

- KYdalammenjalankantugas

- dankewenangannyauntukitu,

- permasalahan hakim di MA terkait

- dengan keamanan dan kesejahteraan
- jugamenjadipermasalahan bagiKY
- untuk berupayamenuntaskannya.
- Dengan demikian, upayaantaraKY
- danMA sejauh ini sungguh sejalan
- untuk bersama mewujudkan badan
peradilan yang agung, sementara

dariperspektif KY, badan peradilan

- Wassalam

Selamat Membaca
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omisi Yudisial (KY) kembali
embuka penerimaan calon
akim agung (CHA) Tahun 2018
ntuk memenuhi kebutuhan hakim
agung di lingkungan Mahkamah
Agung (MA). Berdasarkan surat
Wakil Ketua MA R/ Bidang
Non Yudisial Nomor 4/WWKMA.
NY/7/2018 tentang Pengisian
Kekosongan Jabatan Hakim
Agung, MA membutuhkan 8 orang,
di antaranya I orang untuk kamar
Pidana, I orang untuk kamar
Agama, 2 orang untuk kamar
Militer, 3 orang untuk kamar
Perdata, dan I orang untuk kamar
Jata Usaha Negara khusus pajak.

\ EDISI
n Konmisi YupisiAL L,

amun, dalam
suratitu, MA
secara spesifik

meminta kepada KY agar
memprioritaskan CHA
yang lolos berasal dari
jalur karier. Sementara,
untuk kandidat nonkarier
harus berdasarkan
kebutuhan MA. Misalnya,
kebutuhan Toranguntuk
kamar Tata Usaha Negara
(TUN), khususnya yang
memiliki keahlian hukum
perpajakan.

Permintaan MA
berlandaskan putusan MK
Nomor 53/PUU-XIV/2016
terkait pengujian Pasal 7
huruf b butir 3dan Pasal 7
hurufaangka 6 UU Nomor
3 Tahun 2009 tentang
MA yangdinyatakan
inkonstitusional bersyarat

terkait syarat pendidikan
danpengalaman CHA.
Khususnya, CHA
nonkarier harus memiliki
syarat pendidikan doktor
dan magister bidang
hukum tertentu termasuk
pendidikan sarjana hukum
atau sarjanalain.

Sebelumnya, CHA
nonkarier disyaratkan
berijazah doktor dan
magister dibidang hukum
dengan dasar sarjana
hukum atau sarjana lain
yang mempunyaikeahlian
dibidang hukum. Kini,
dengan putusan MK,
syarat itu diperketat
harus ada keahlian di
bidang hukum tertentu.
Artinya, putusanitujustru
memperberat syarat bagi
CHA darijalur nonkarier.

www.komisiyudisial.go.id



Kebijakan MA atas
kebutuhan hakim
agung hanyadarijalur
karier iniseolah hendak
menghapus keberadaan
hakim agung nonkarier
yang selamainisudah
eksisdiMA.

Namun, MA menyatakan
keberadaan hakim agung
nonkarier tetap diperlukan
sepanjangdibutuhkan
dengan keahlian tertentu.
Misalnya, hakim agung
nonkarier tersebut ahli
dalam bidang hukum
pidana pencucian uang,
hukum perbankan,
perpajakan, hukum bisnis,
hukum lingkungan,

hak asasimanusia, dan
sebagainya.

KY sebagailembagayang
berwenang menyeleksi
CHA memiliki hak untuk
memenuhi atau tidak
memenuhi permintaan
dari MA tersebut. Sebab,
kewenangan seleksi

CHA beradaditangan
KY.Sementara, KY

dalam proses seleksi
berpedoman pada UU
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan atas
UUNomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi
Yudisial yang secara tegas
menyebutkan bahwa
hakim agung berasal dari
jalur karier dan nonkarier.

“Kamiberpatokan pada
UUNomor 18 Tahun
2011tentang KY yang
menyatakan rekrutmen

www.komisiyudisial.go.id

hakim agung tetap dibuka
untuk jalur hakim karier
dannonkarier. Apalagi
keberadaan hakim
nonkarier diMA juga

masih sangat dibutuhkan,”

kata Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim KY
Aidul Fitriciada Azhari
saatdihubungipenulis.

Dalam proses pendaftaran
seleksiCHA yang
berlangsung pada15
Agustus-6 September
2018, tercatat ada

136 orang yang telah
mendaftar secaraonline.
Namun, KY mencatat
ada 87 orang pendaftar
konfirmasiyang terdiri
dari5lorangjalur karier
dan36orangjalur
nonkarier. Para pendaftar
konfirmasi tersebut telah
melengkapidata secara
online melalui http://

rekrutmen.komisiyudisial.

go.id.

Darilatar belakang

para pendaftar CHA itu
terlihat bahwa, KY dalam
melakukan seleksi CHA
tetap terbuka untuk dua
jalur, yaknihakim karier
dan nonkarier. Sebab,
keberadaan hakim
nonkarier bagi MA masih
sangat dibutuhkan terkait
keahliannya. Dimana,
untuk hakim tingkat
pertama dan banding
harus menggunakan
sistem karier. Sementara
untuk tingkat MA terbuka
bagi karier maupun
nonkarier.

Artinya, rekrutmen
hakim agungjuga harus
selaras dengan prinsip
internasional yang
selamainididengungkan,
yakni fair reflection of
society dimana proses
dan standar seleksi
hukum harus menjamin
persamaan keadilan dan
keberagaman.

“Perlu ada komposisi
yang mencerminkan
realitas masyarakat
yang beragam, termasuk
keragaman profesiyang
bukan hanya berasal dari
hakim agung, melainkan
jugadarikalangan
profesional lainnya
yangdapat diajukan
oleh pemerintah atau
masyarakat,” terang Aidul.

Baginya, yang terpenting
sistemrekrutmen harus
menjamin tegaknya
prinsip independensi
kekuasaan kehakiman,
menghormati prinsip
demokrasi, menjaga
prinsip checks and
balances agar tidak terjadi
konsentrasi kekuasaan
pada satuorgannegara.
Selanjutnya, rekrutmen
harus menjamin
terpilihnya hakim agung
yang berintegritas dan
memiliki kecakapanyang
mumpuni menjadi hakim
agung berkualitas.

KY dalam proses
memenuhikebutuhan
hakim agungdarijalur
nonkarier telah melakukan

LAPORAN
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berbagaiupaya. Salah
satunya jemputbola
terhadap tokoh-tokoh
danahlihukumyang
pantas diusulkan sebagai
hakim agung darijalur
nonkarier. Menurutnya,
sejumlah tokoh dan ahli
hukum yang dianggap
memiliki kapabilitas dan
berintegritas sangat sulit
untuk mengajukan diri
atau mendaftarkan diri
sebagai CHA.

“KY secara spesifik
dibentuk untuk memburu
dan menentukan tokoh
yang pantas untuk
menjadi CHA. Berbeda
dengan kebutuhan

CHA karier yang
menitikberatkan pada
rekam jejak.” terangnya.

Sementaraitu, KetuaKY
Jaja Ahmad Jayus menilai,
keberadaan hakimagung
nonkarier tetap diperlukan
sepanjangdibutuhkan
dengan keahlian tertentu.
Misalnya, hakimagung
nonkarier tersebut ahli
dalam bidang hukum
pidana pencucian uang,
hukum perbankan,
perpajakan, hukum bisnis,
hukum lingkungan,

hak asasi manusia, dan
sebagainya.

Jajamenjelaskan bahwa
dalam Pasal 6BUU
Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung
disebutkan darikarier dan
nonkarier. BunyiPasal 6B
ayat (1) berbunyi: “Calon

St | KonsiYi
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“Keberadaan hakim agung nonkarier

masih tetap dibutuhkan, memang

prosesnya nantikita juga akan melihat |

keterwakilan (hakim) nonkarier dan

karierdi MA/

hakim agung berasal dari
hakimkarier”, dan Pasal
6Bayat (2) berbunyi:
“Selain calon hakimagung
sebagaimana dimaksud
padaayat (1), calon hakim
agungjuga berasal dari
nonkarier”.

“Keberadaan hakim agung
nonkarier masih tetap
dibutuhkan, memang
prosesnya nantikitajuga
akan melihat keterwakilan
(hakim) nonkarier dan
karier diMA," kata Jaja
Ahmad Jayus.

Jajamengatakan bahwa
pihaknya mendorong
suatunormayang

lebih tegas dan pasti
tentang kedudukan calon
hakim agung karier dan
nonkarier ini. “Apakah
nonkarier itu masih ada
ataukarier saja, itu harus
tegas. Tetapikalau melihat
dari semangat konstitusi
dan perkembangan di

belahan negaralain
masih terbukaadanya
calonnonkarier itu untuk
menjadi hakim agung,”
tegas dia.

Sebelumnya, KetuaKY
inimenjelaskan, dalam
pertimbangan hukum
putusan MK Nomor
53/PUU-XIV/2016
menyebut syarat-syarat
pengangkatan hakim
agung. MK menyebut
bahwa menyimak
syarat-syarat bagi
pengangkatan hakim
agung, baik darijalur
karier maupun nonkarier,
timbul pertanyaan masih
relevankah eksistensi
Pasal 7 tersebut,
menyangkut “ratio legis”
yang terkandung di
dalamnya, khususnya
mengenai rekrutmen
hakim agung nonkarier.

Dalam UU Nomor 3 Tahun
2009 dalamPasal 7 poin

o EDISI
n Kowisi Yumisua, | oot o

b berbunyi: “Berijazah
doktor dan magister di
bidang hukum dengan
dasar sarjana hukum
atausarjanalainyang
mempunyaikeahlian di
bidang hukum”.

Frasa “Doktor dan
mempunyaikeahlian
lain dibidang hukum”
merupakan unsur yang
esensial dalam ketentuan
tersebut. MK menyebut
bahwa hakim sebagai
profesiyudisial paling
tidak mempunyaitiga
halyang menunjang
profesionalitasnya,
yaitu intelektualitas/
hard competency,
skillfexperience norm,
danintegritas/soft
competency.

MK juga mengatakan
bahwa MA dalamrangka
meningkatkan konsistensi
putusan dan peningkatan
profesionalisme salah

ll 1|1 hl Y ll ![1! !I !l ![[[ [l

MAHK

satu langkah penting
yang sudah diambil
membentuk sistem kamar
(chamber system), di
mana para hakim agung
dan ad hoc dikelompokkan
ke dalam kamar-kamar
yang terkait berdasarkan
minat dan latar belakang
pendidikannya.

Namun, dalam praktik
menunjukkan dalam
bidang-bidang tertentu
dalam memeriksa perkara
masih diperlukan adanya
suatu keahlian khusus.
Dengan melihat keadaan
tersebut eksistensi
dariPasal 7 poinb
tentang hakimagung
nonkarier masih relevan
untuk dipertahankan,
namun dalam tataran
implementasinya

harus dilakukan secara
komprehensif sesuai
pesan “rasio legis’-nya,
yang maknanya hakim
agung nonkarier tersebut

www.komisiyudisial.go.id



keahliannya memang
dibutuhkanoleh lembaga
MA berkaitan dengan
penyelesaiantugas
pokok memutus dan
menyelesaikan perkara.

Hakim Nonkarier
SebagaiPenyeimbang
Hakim Karier

MA meminta kepada

KY agar CHA darijalur
nonkarier yang lolos
harus memiliki keahlian
tertentu sesuai putusan
MK. Dalam putusan

MK disebutkan, CHA
nonkarier harus memiliki
syarat pendidikan doktor
dan magister bidang
hukum tertentu termasuk
pendidikan sarjana hukum
atau sarjanalain.

Artinya, darikebutuhan
8oranghakimagung
yang berasal dari hakim
karier, hanya 1nonkarier
yangdibutuhkan untuk
mengisi kebutuhan
kamar tata usahanegara
(TUN) khususnyayang

www.komisiyudisial.go.id

Gedung Mahkamah
AgungdiJakarta

memiliki keahlian hukum
perpajakan.Hanya
kandidat yang memiliki
keahlian khusus sesuai
kebutuhan MA sajayang
diharapkanbisa lolos
menjadi hakim agung.

Menanggapihal tersebut,
Juru Bicara MA Suhadi
mengungkapkan,
kekosongan hakim agung
yangdibutuhkan saat
iniadalah merekayang
memiliki keahlian khusus
sesuaikebutuhan MA,
yaknikeahlian hukum
perpajakan. Sementara,
untuk calon hakim

agung yang lain lebih
diprioritaskandarijalur
karier.

Harapan Suhadi,
kehadiran hakim nonkarier
ini dapat meningkatkan
mutu dan memberikan
bobot pada setiap putusan
MA. Hanya saja, dia
meminta hakimagung
nonkarier yang dihasilkan
dalamrekrutmen harus
memiliki keahlian bidang

tertentu, sehingga dapat
menutupikekurangan
hakim agung karier.

“MA kan mengajukan
kekosongan hakimagung
ke KY dengantotal 8 calon
dengankriteria 7 dari
karier dan Tnonkarier. MA
berharap, calon hakim
agungyanglolos yang
sesuaidengan kriteria
dan permintaan dariMA
karenakebutuhan saatini
dengankriteriaitu,” kata
Suhadi.

MA sependapat atas
pertimbangan hukum
dalam Putusan MK Nomor
53/PUU-XIV/2016.
Halitu didasarkan

kepada Keputusan

Nomor 142/KMA/SK/
IX/2011 bahwa Ketua MA
telah memberlakukan
sistem kamar pada MA.
Penempatan hakimagung
dalam sebuah kamar
didasarkan padakeahlian
mereka.

Terlebih, katadia, MA
sudah cukup lama telah
menerapkan sistem
kamar dalam penanganan
perkaradimana

setiap hakimagungdi
masing-masing kamar
hanya bisa mengadili
dan memutus perkara
sesuai keahliannya saja.
Selainitu, komposisi

dan ketepatan (keahlian
tertentu) tugas

para hakimagung
berdampak penyelesaian
penumpukan perkara

SEPTEMBER 2018
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bidang konsentrasi hukum
tertentu.

Meskibegitu, Suhadi
menegaskan, MA tidak
memiliki sikap antipati
terhadap keberadaan
hakim agung nonkarier.
Sebab, faktanya memang
MA tidak pernah
memisahkan atau
membedakan perlakuan
antara hakim agungdari
nonkarier dan karier dalam
struktur organisasi.

Kepala Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat
MA Abdullah mengatakan,
permintaan khusus hakim
karier ke KY dilakukan
karena ada kebutuhan
penanganan perkara di
MA.MA tidak keberatan
adahakimagungdari
jalur nonkarier sepanjang
memiliki keahlian khusus
yang tak dimiliki hakim
agunglain.

"Dalam setahun, perkara
yang masuk ke MA lebih
dari17.000. Kalau nanti
yang masuk hakim
nonkarier yang tidak
pernah membuat putusan,
tentu mesti butuh waktu
belajar lagidiMA.MA
memerlukan percepatan
putusan untuk menangani
perkara sebanyak itu
sehingga ada pesanan
supayahakimagung
yangdirekrutitudarijalur
karier,” kata Abdullah.

Kendatidemikian,
MA menyerahkan

EDISI
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perekrutan ke KY."Ini,
kan, hanya permintaan
MA, sedangkan yang
merekrut KY.MAitu
hanya pengguna, yang
merekrut adalah KY
dandisetujui DPR. Jadj,
semuanya terpulang
kepadaKY. Sekarang MA
kebutuhannya adalah
memutus perkara dengan
cepat sehingga meminta
hakim darijalur karier,”
kata Abdullah.

Pada kesempatan
terpisah, mantan

“Tidak ada sistem yang sempurna karena buatan

Ketua MA Bagir Manan
mengatakan, awal
mulanya adanya hakim
agung nonkarier sebagai
penyeimbang kemampuan
hakim karier diMA dalam
memutus perkara. Hal

ini terbukti bertahan
hingga saatinibahwa
hakim agung nonkarier
sebagaipenyeimbang
hakim agung karier. Meski
mengandung persoalan,
sistem rekrutmen CHA
yang sudah dipilih
seharusnyadijalankan
dengan baik.

“Tidak ada sistem yang
sempurnakarena buatan
manusia, namun jika hal
itu sudah kita pilihdan
harus dijalankan selagi
sistem tersebut kita
sendiriyang buat. Sekali
lagi yang paling penting
sistemrekrutmen CHA
ini dilaksanakan dengan
prosesyangbaik dan
berkomitmen,” kata Bagir.

Meskibegitu, ia
mengusulkan jumlah
hakim agung nonkarier
di MA dibatasi maksimal

Bagir Manan

Mantan Ketua MA

manusia, namun jika halitu sudah kita pilih

dan harus dijalankan selagi sistem tersebut

kita sendiri yang buat. Sekalilagi yang paling

penting sistem rekrutmen CHA ini dilaksanakan

dengan proses yang baik dan berkomitme”

EDISI
JULI
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sepertiga sebagai
penyeimbangdari
keseluruhanjumlah hakim
agung yangada. “Jadi,
janganlah terus menerus
memperdebatkan posisi
(status) hakimagung
nonkarier dan karier.
Yang perludiingat, KY
sebagai perekrut dan

DPR sebagai pihak yang
memberipersetujuan
harus berkomitmen
dalam prosesnya agar
hakim agung yang terpilih
merupakan the best of the
best,” pinta Bagir.

Direktur Pusat Studi
Konstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum
Universitas Andalas Feri
Amsarimenilai hakim
agungyang berasal dari
jalur nonkarier masih
sangat dibutuhkan
dilingkungan MA.
Keberadaan hakim
nonkarier sebagai
tambahan kekuatan untuk
mengisi dan melengkapi
ruang-ruang teoriyang
kuat.

Selamaini, pengadilan
sangat membutuhkan
kemapanan dalam cara
berpikir agar bangunan
argumentasididalam
putusan terbangun
dengan baik. Hal
itumenjadialasan
utamamengapa MA
membutuhkan hakim
agungdarijalur nonkarier.

“Menurut saya, kebutuhan
MA itu bisa ditelisik oleh

www.komisiyudisial.go.id



KY. Jika MA meminta
karier tetapiberdasarkan
pemahamanKY harusnya
nonkarier maka KY yang
paling berhak menentukan
itu. Karena, secara
konstitusional KY yang
berhak menyeleksicalon
hakimagung,”kata Feri
Amsarisaat dihubungi
penulis.

Menurut Feri, selama
inidalam praktiknya,
beberapa putusanoleh
hakim agung dihasilkan
dengan dayaanalisis yang
masihrendah karena
hanya mengacu kepada

korps memang tinggi.
Mereka tidak peduli soal
hakim nonkarier bisa
memberikan pengayaan,”
terangnya. Haliniyang
menjadikan peradilan
tidak berkembang sebagai
ruang semestinyayang
diharapkan UUD.

Hakim Agung
Nonkarier Perkuat MA
TanganiPerkara

Keberadaan hakim

agung nonkarier sangat
dibutuhkan keberadaannya
sebagaipenyeimbang
dalam memutus ribuan

Trimedya Panjaitan
menanggapi permintaan
MA yang menginginkan
agar hakimagung
diprioritaskan dari
hakim karier. Berangkat
darifilosofitersebut,
menurutnya, tak tepat jika
MA kemudian menutup
pintu masuknya hakim
darinonkarier.

Langkah MA yang
mendikte KY ini pun dinilai
Trimedya tidak tepat.
Diamenyarankan kedua
lembaga perlu bertemu
danmencarisolusiagar
persoalan hakim karier

“Keberadaan hakim nonkarier masih

dibutuhkan, terutama mereka yang memiliki

keahlian khusus, seperti perpajakan atau pasar

modal, lingkungan hidup,

danlain-lain”

norma. Padahal, ada
carauntuk mendapatkan
keadilan yang tidak harus
melaluinorma. Misalkan,
ada hal-halyangbisa
didapatkan hakim di
dalamruang peradilan,
danitubisadidapatkan
darinonkarier daninilah
yang disebut dengan
pengayaan peradilan.

Ferimenyayangkan mode
pengayaan peradilan
sepertiinitidak ditangkap
dengan baik oleh hakim
karier. “Ditiap ruang
peradilan, semangat

® www.komisiyudisial.go.id

perkaradiMAyang

kian kompleks. Itulah
alasan, mengapa CHA
nonkarier dimunculkan
oleh pembentuk
undang-undang
(pemerintah dan DPR)
karenakeberadaannya
bisamemperkuat MA
dalam menangani perkara
yang membutuhkan
pemikiran dan bangunan
argumentasiyang luas dan
baik.

Hal tersebut ditegaskan
Wakil Ketua Komisi lll
DPRdariFraksi PDI-P

dannonkarier bisa
terselesaikan.

Jikamemang MA tidak
membutuhkan hakim
nonkarier, MA harus
menjelaskan alasannya
sehingga bisa dipahami
danclear.

"Keberadaan hakim
nonkarier masih
dibutuhkan, terutama
mereka yang memiliki
keahlian khusus, seperti
perpajakan atau pasar
modal, lingkungan hidup,
danlain-lain,” ujarnya.
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Politisidari PDIP ini

juga mengungkapkan,
keberadaan hakimagung
darijalur nonkarier masih
dibutuhkan sebagai
penyeimbang hakim
karier diMA. Selainitu
jugadiperlukanguna
memenuhi kontribusi
pembangunan peradilan
dan pembaharuan hukum.

lamenyebut, hakimkarier
seringkali terfokus hanya
pada tugasnya sebagai
hakim yang bersifat teknis.
Artinya, hakim karier
hanya melakukan semua
tugas di MA sebagai satu
rutinitas dan cenderung
lurus melakukan perintah
MA.Karenaitu, ia

menilai perlu ada hakim
agung nonkarier untuk
melengkapidiMA. Jadj,
lanjut dia, tidak tepat kalau
MA sampai menutup
kesempatan hakim
nonkarier berkiprah di MA.

“Ada kelebihan hakim
nonkarier dimana
mempunyaisatu
pandangan baru mengenai
penegakan hukum. Tidak
semata-matatugasnya
sebagaihakimatau hanya
sebatas mesin perkara
sebagairutinitas, tapi
sebagaipenyeimbang,”
jelasnya.

Anggota KomisilllDPR
Nasir Djamil menilai, pasti
adaalasan kuat kenapa
MA memintaagar CHA
yang lolos dalam seleksi
diKY diprioritaskan
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hakim karier. Termasuk
nama-namayang
diajukan ke Komisilll
DPRjuga berasal dari
hakim karier. Politisi
PKSinipun merespon
permintaan MA tersebut,
dimanaKomisilll akan
memprioritaskan hakim
karier sebagaihakim
agungdibandingkan
nonkarier berdasarkan
permintaan MA tersebut.

Menurut Nasir,
permintaan khusus hakim

karier ke KY dilakukan
karenaada kebutuhan
penanganan perkaradi
MA yang setiap tahunnya
mencapai17.000 perkara.
Sementara, hakim agung
terpilih diharapkan bisa
langsung tancap gas untuk
menyelesaikan ribuan
perkaratersebut. “Tentu
saja yang kamiutamakan

AT EDISI
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adalah hakim-hakim
karier karena banyak
sekali penumpukan
perkaa di MA yang butuh
penanganan cepat,” ujar
Nasir, saat dihubungi.

Nasir menambahkan,
Komisilll berkewajiban
untukikut mengawal
perbaikan institusiMA
danlembaga peradilan
dibawahnya. Komisi
lIlakan memastikan
proporsionalitas
hakimagungKkarier

dannonkarier dalam
menentukan hakim agung
terpilih.

Hakim agung terpilih
diharapkan bisa
membantu pimpinan MA
dalam menghadirkan
peradilan yangagungdan
memiliki keberanian untuk
mendobrak kultur korupsi
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dilingkungan peradilan. o000
Meskidemikian, bukan
berarti peluang CHA “Tantangan lebih
nonkarier tertutup dalam berat adalah
seleksiini.
pada calon
“Kamicoba yang berasal
pertimbangkan. Bukan .
berarti kami tidak percaya, dariluar MA
tapikamiinginlihatjuga ataupun kampus,
jumlahnyayangdidalam . .
sana. Jangan sampailebih misalkan dari
banyak hakim nonkarier BPN. Calonyang
ketimbang hakim karier,” demikian belum
kata Politisi Partai )
Keadilan Sejahteraitu. menguasal
aspek teknis
persidangan”

yang berasal dariluar
MA ataupun kampus,
misalkan dari BPN.
Calonyangdemikian
belum menguasaiaspek
teknis persidangan,”kata
Abubakar diJakarta.

Selain pengalaman

mengenai teknis

persidangan, lanjut

- Abubakar, tantangan

 bagiparacalonhakim
nonkarier adalah
pemahaman akan filsafat
hukum.

pks.id

Effendi Simbolon
Anggota Komisi| DPR

Senadajugadiungkapkan
anggota KomisilllDPR
lainnya, Abubakar Al
Habsyi. Menurutnya,
CHA nonkarier dinilai
belum menguasai aspek
teknis persidangan dan
caramembuat putusan
persidangan yang
cepat. “Tantangan lebih
berat adalah pada calon

Namun, anggota

Komisi Hukum tersebut
mengatakan optimistis
mereka bisa memilih CHA
terbaik yangdiajukanKY.
“Komisilll akan memilih
putera terbaik bangsa
untuk menjadi hakim
agung diMA," tandas
Abubakar.[M

www.komisiyudisial.go.id
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Ubi societas ibiius. Ungkapan
latininiberarti di mana ada
masyarakat di situ ada hukum.

ngkapan tersebut
menggambarkan
bahwa

hukum mutlak hadir
ditengah-tengah
masyarakat. Dalam
sebuah masyarakat
modern sepertibanyak
negara praktikkan
sekarang, kekuasaan
untuk membuat dan
menegakkan hukum
dilakukan oleh pihak
berwenangyang
berbeda. Institusi utama
untuk membuat hukum
umumnya beradadi
kekuasaan legislatif.
Kekuasaan yudikatif atau
kehakiman umumnya
mempunyai peran untuk
menegakkan hukum yang
telah dibuat kekuasaan
legislatif. Produk hukum
buatan badan legislatif
dapat berupa konstitusi
maupun undang-undang.
Konstitusibiasanya
merupakan hukum
tertinggi dimana
undang-undang dan
produk hukum lainnya
harus sesuaiatau tidak
bertentangan dengan
konstitusi.

Suatuundang-undang
yang telah disahkan

EDISI
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keberadaannya,
ditegakkan
implementasinyaoleh
kekuasaan kehakiman
atau pengadilanyang
terdiri daripara hakim
sebagai operator
utamanya. Pada beberapa
situasi tertentu apabila
terdapat suatu tindakan
yang belum diatur oleh
undang-undang, hakim
melaluiputusannya
dapat membuat hukum
tentang tindakan tersebut
(judge made law). Praktik
tersebut lazim disebut
sebagai preseden yang
umumnya diterapkan di
negarayang menganut
sistem common law.
Singkatnya, pengadilan
melalui para hakim
mempunyai peran untuk
menerapkan hukum
ditengah-tengah
masyarakat. Oleh karena
itu, hakim terikat oleh
produk-produk hukum
sepertikonstitusi,
undang-undang

atau preseden dalam
menjalankan tugasnya.
Kalimat-kalimat yang
termuat di produk-produk
hukum tersebut adalah
referensibagi hakim
dalam menjalankan

SEPTEMBER 2018

tugasnya menerapkan
hukum. Seorang filsuf
hukum Lon L Fuller
dalam sebuah tulisannya
yang sangat terkenal
berjudul The Case of The
Speluncean Explorer
mengatakan bahwa
pengadilan mempunyai
kewajiban menegakkan
hukum yang tertulis dan
menginterpretasikan
hukum tertulis tersebut
sesuaidengan arti
harfiahnya. “The
obligation of the judiciary
to enforce faithfully

the written law, and
tointerpret that law
inaccordance with its
plain meaning” (Fuller,
1949:17). Mengapa amat
penting bagi hakim untuk
menerapkan hukum secara
tekstual? Pertama, dengan
melakukan hal tersebut
berarti hakim menegakkan
hukum dan membuatnya
berfungsisertaberguna.
Kedua, hal tersebut dapat
menciptakan kepastian
hukum, konsistensi, dan
prediksidalam penerapan
suatu hukum.

Di sistem pemerintahan
yang menerapkan
pemisahan kekuasaan,
badan legislatif sebagai
pemegang kekuasaan
untuk membentuk hukum
tidak dapat menegakkan
hukum yang telah
dibuatnya. Kekuasaan
untuk menerapkan dan
menegakkan produk
hukum utamanya
dijalankan oleh kekuasaan

kehakiman melalui
putusan para hakim.
Dengan menyandarkan
putusannya pada hukum
tertulis yang telah dibuat
dan disahkan berarti
hakim memfungsikan
hukum tertulis tersebut
sebagaiinstrumen untuk
menciptakan keteraturan
dalam masyarakat.
Sebaliknya, bila hakim
tidak mendasarkan
putusannya pada hukum
tertulis yang telah

dibuat dan disahkan

oleh kekuasaan legislatif
dan eksekutif, maka hal
tersebut membuat hukum
tertulisitu tidak berfungsi.
Apabila haliniterjadimaka
amatlah disayangkan
mengingat proses
pembuatan suatu hukum
tertulis tidaklah sederhana
karenamembutuhkan
banyak sumber daya.

Hukum diharapkan
menjadialat untuk
menciptakan keteraturan
dan ketertiban dalam
kehidupan bermasyarakat.
Oleh sebabitu, apabila
hakim dalam membuat
putusan mendasarkan
pada hukum tertulis dapat
menciptakan kejelasan
dalam masyarakat
tindakan-tindakan
apayangsesuaiatau
berlawanan dengan
hukum. Seumpama ada
dua tindakan pembunuhan
yangdilakukanoleh para
pelaku yang berbeda

latar belakang sosialnya.
Seorang pelaku miskin
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sementara pelaku

lainnya kaya. Terhadap
tindakan para pelaku

ini hakim memutuskan
tanpa pandang bulu

atau tanpa melihat latar
belakang sosialnya. Hakim
membuat keputusan

yang sama terhadap
keduanya berdasarkan
hukum tertulis yang
mengatur tentang
tindakan pembunuhan.
Pada poinini hakim telah
membuat keputusan yang
mengedepankan kepastian
dalam penegakan hukum
dengan mengabaikan
latar belakang sosial para
pelaku kejahatan. Hal

ini pada tingkatan lebih
lanjut dapat membawa
kepada konsistensi

dalam penerapan atau
penegakan hukumdi
masyarakat. Pada akhirnya
apabila konsistensi

dalam penegakan

hukum initerus dijaga
dapat membuat anggota
masyarakat memprediksi
tindakan mereka sendiri
apakah termasuk melawan
hukum atau tidak. Pada
kondisiini tujuan hukum
sebagai sarana untuk
menciptakan ketertiban
dan keteraturan sosial
tercapai.

Namun demikian, hidup
bermasyarakat tidaklah
sesederhanaitu. Pada
kenyataannya banyak
muncul kasus-kasus yang
rumit untuk diselesaikan
oleh hakim. Ambil sebuah
contoh, andaikata disuatu

www.komisiyudisial.go.id

masyarakat terdapat
hukum tertulis yang
menyatakan “Barang
siapayangdengan
sengajadanterencana
menghilangkan nyawa
orang lain diberikan sanksi
berupa hukuman mati”.
Sutu hari, dimasyarakat
yang memberlakukan
hukum tersebut ada
suatu peristiwa dimana
terdapat perahu yang
hampir karam saat sedang
berlayar di tengah lautan.
Perahu tersebut berisilima
orang penumpang. Untuk
menyelamatkan kapal
tersebut besertaisinya
maka jumlah penumpang
harus dikurangi dengan
membuang satu orang
ditengah laut dengan
risiko penumpang yang
harus dibuang tersebut
tewas ditengah lautan.
Kesepakatan pun dicapai
danundian dilaksanakan
untuk menentukan siapa
penumpang yang harus
dikeluarkan darikapal dan
dibuang ke tengah laut
untuk menyelamatkan
penumpang lainnya.
Apakah tindakan

ini dapat dikatakan
sebagai pembunuhan
berencana sebagaimana
hukum tertulis tadidan
para pelakunya dapat
dihukum mati? H.L.A
Hart mengatakan bahwa
hukum mempunyai
keterbatasan,
kalimat-kalimat yang
termuat dalam hukum
tertulis tidak selalu dapat
memberikan panduan

yangjelas. Terdapat
kondisi-kondisiatau kasus
dimana artiharfiah suatu
hukum tertulis tidak jelas
apakah dapat diterapkan
atau tidak. “There will
indeed be plain cases
constantly recurringin
similar contexts to which
general expressions are
clearly applicable, but
there will also be cases
whereitisnot clear
whether they apply or
not” (Hart, 2012:126).
Bersandar pada pendapat
Hart ini maka peran hakim
dalam menegakkan
hukum bukanlah

sekadar corong teks-teks
peraturan. Terdapat
faktor-faktor lain yang
harus dipertimbangkan
hakim ketika membuat
putusan. Niat dasar atau
tujuan pembuatan suatu
hukum tertulis, moralitas,
keadilan, akal sehat, dan
alasan-alasanadalah
beberapa unsur yang
dapat digunakan hakim
ketika membuat putusan.

Parahakim adalah
manusia-manusia

yang diharapkan dapat
menyelesaikan sengketa
dalam masyarakat secara
tepat dan memberikan
keadilan. Hakim bukan
pihak yangdiharapkan
melulu memberikan
hukuman yang kaku
sebagaimana disebutkan
suatu hukum tertulis.
Putusan hakim dapat
menghasilkanimplikasi
serius bagi para pihak yang
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beperkara dipengadilan.
Putusan hakim dapat
membuat hak kepemilikan
terhadap suatu harta
benda berpindah tangan.
Putusan hakim dapat
merenggut kebebasan
seseorang. Sama halnya,
putusan hakim juga dapat
memberikan dampak
luas bagi keseluruhan
masyarakat. Sebagai
contoh di Amerika
Serikat pada tahun 1896
terdapat sebuah putusan
tentang segregasi sosial
berdasarkanwarna

kulit yang dikeluarkan
Mahkamah Agung
Amerika Serikat. Dalam
kasus yang terkenal
bernama Plessy v.
Fergusonini,Mahkamah
Agung Amerika Serikat
memutuskan bahwa
kekuasaan pembuatan
kebijakan ditingkat negara
bagian yang memisahkan
orang-orangdi tempat
publik berdasarkan
warna kulit bukanlah
pelanggaran terhadap
amandemen empat belas
konstitusi Amerika Serikat.
Ayat pertamaamandemen
keempat belas konstitusi
Amerika Serikat
menyatakan bahwa
semua warga negara
berhak mendapatkan
perlindungan yang sama
dihadapan hukum.
Negara-negara bagian
dilarang membuat dan
menegakkan hukum
yang merampas

hak warganegara

untuk mendapatkan

EDISI
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perlindungan yang sama
dihadapan hukum. Melalui
putusandikasus Plessy

v. Ferguson masyarakat
Amerika Serikat kemudian
mengalami segregasi
sosial di tempat-tempat
publik. Penduduk Amerika
Serikat yang berkulit hitam
tidak dapat bercampur
dengan penduduk kulit
putih ditempat-tempat
publik. Mereka dapat
sama-sama mengakses
fasilitas publik namun
tidak dalamruangan yang
sama. Sampai akhirnya
ditahun 1954 Mahkamah
Agung Amerika Serikat
melalui putusan dalam
kasus Brown v Board of
Education menganulir
putusan terdahulu tentang
segregasidifasilitas publik
bagi penduduk Amerika
Serikat.

Ceritadiatas
menggambarkan
bagaimanadampak
sosial yang terjadidari
suatu putusan hakim.
Maka dariitu, hakim
harus menyadaribahwa
putusannya memiliki
dampak kemanusiaan.
Anthony D’Amato
menyatakan hakim
bukanlah komputer atau
mesin yang bekerja secara
mekanis. “Difficulties arise
in statutory interpretation
when a statuteis viewed
as acomputer program.
A computer lacks human
reason, human judgment,
andhuman sensitivity. It
will literary do what the

EDISI
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programmer wants it to
do” (D'’Amato, 1993:577)

Perselisihan yang
dibawa ke hadapan
pengadilan tidak selalu
kasus yangsederhana.
Suatu hukum tertulis
juga belum tentu dapat
memberikan panduan
yang jelas bagihakim
dalam memutuskan
perkara. Saat yang
bersamaan hakim
tidak boleh menolak
perkaradengan alasan
tidak terdapat hukum
yang mengatur suatu
perbuatan. Para pihak
yang beperkara di
pengadilan mengharapkan
hakim sebagai sandaran
terakhir untuk mengakhiri
perselisihandiantara
mereka. Proses peradilan
pun harus dijalankan
dengan efisien dan efektif.
Dalam situasi seperti
inihakim sepatutnya
tidak menjadicorong
undang-undang semata
yang terpaku pada teks
suatu hukum tertulis.

Hakim adalah “wakil
Tuhan”.Hal tersebut
berarti hakim diharapkan
dapat memberikan
keadilan dalam
menyelesaikan suatu
perkara.Hakim harus
memiliki perspektif

luas tentang hukum.
Pertimbangan-
pertimbangan manusiawi
harus melekat dalam
pendapatnya ketika
memutus perkara. lde
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dalam masyarakat ketika
membuat sistem hukum
dan menciptakan peran
hakim didalamnya

karena masyarakat
membutuhkan keadilan.
Masyarakat membutuhkan
satu pihak yang dapat
menyelesaikan perkara
secaratepat, adil, dan
bijaksana. Masyarakat
membutuhkan satu pihak
yang tidak menerapkan
hukum secara mekanis
namun sesuai dengan
perkembangan yang
terjadi di masyarakat. Oleh
sebabitu hakim sebagai
aparat penegak hukum
berbeda dengan polisi,
jaksaataupun pengacara
yang cenderung
menerapkan hukum sesuai
teks.

Seorang hakim federal
Amerika Serikat Richard
Posner mengatakan
ketika hakim memutuskan
perkaraiadipengaruhi
oleh akal sehat dan

nilai moral yang hidup
dimasyarakat karena
putusannyaakan
mempunyai dampak
moral. “..indeciding a case
ajudgeisinfluenced by
common sense whichare
acombination of practical
consideration and moral
or ethical that widely
shared by the peoplein
his or her contemporary
society because judge’s
decision will have moral
implication.” Dengan
demikian hakim sedapat
mungkin tidak terpaku

pada pendekatan
formalistik dalam
menerapkan hukum. Hart
mengatakan kelemahan
formalisme hukum adalah
karena mencoba secara
verbal memformulasikan
suatu perbuatandan
berlakuumumtanpa
adapilihandalam
penerapannya untuk
kasus-kasus spesifik
ketika peraturan tersebut
telah secararesmiberlaku.
“Formalism vice consist

in an attitude to verbally
formulated rules which
both seeks to disguise and
to minimize the need for
such choice (application of
generalrules to particular
cases), once the general
rule has been laid down”
(Hart,2012: 129)

Fiat Justitia, ruat cuelum
satuungkapanyang
berartikeadilan harus
ditegakkan walaupun
langit runtuh. Sistem
hukumyangadadi
masyarakat diciptakan
bukan semata-mata untuk
menghadirkan kepastian
hukum. Keadilan adalah
juga tujuandibentuknya
sistem hukum.

Hakim sepatutnya

tidak semata-mata
menerapkan hukum
secara formalistik. Sebagai
pihak yang diharapkan
dapat menanganiperkara
secara adil dan bijaksana,
hakim haruslah memiliki
perspektif luas terhadap
hukum.[©
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DARI/PUTUSAN PERKARA

H. Sarman Maulana
(Tenaga AhliKY)
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Memilih profesisebagai hakim agar menjadi kaya-raya
adalah niatdan cita-cita yang salah. Jadi hakim tidak

akan menjadi kaya, tapijuga tidak akan sengsara. Jika kita
temukan hakim "sengsara bisajadiitu akibatdariulahtidak

memegangi pola hidup sederhana.
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ikaditemukan
hakim yang terlihat
begitu bergelimang

dengan harta, itu belum
tentu karena lihai “mengais
dolar danataurupiah dari
perkara”, meskipun bisa
jadijugamemangdarisitu
asalnya. Kondisikaya-raya
bisadidapatdarijalanyang
lainnya.

Tapisungguh nyata
dalam forum pertemuan
bergengsiyang
resmimaupundalam
“kongko-kongko di
jongko-jongko” tidak
jarangterdengar bahwa
perbuatan tersebut, yakni
mengais dolar danatau
rupiah dariperkara, masih
saja terjadi. Bahkan adalah
tidak dapat disalahkanjika
adayangberanggapan
bahwa kelakuanitu, kini
semakin menjadi-jadi.
Bukti panjang semakin
bertambah karena
baru-baruterjadi“lagi”
OTTKPK atas aparat
Pengadilan NegeriMedan.
Selasa 28 Agustus 2018
sekira pulul 08.30 WIB,
yaknitak lama setelah PN
Medan usaimenggelar
kebaktian rutinuntuk
pegawai terjadilahOTT
tersebut. Yang tergaruk
antaralain hakim adhoc
Merry Purba. Terlepas
dariketerbuktian secara
material, tapinyata OTT
KPKinimenyangkut hakim
dan panitera. Memang,
mendengarnya saja bisa
menjadikan sakit hati

dan ngeri, meskipun
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sipendengar ituhanya
sekedar akar rumput.

Denganbanyak terdengar
ceritakelam sepertiitu
diperadilan, semakin
terkuburlah sudah cerita
danberita hakimjujur yang
wafat dalam tugas setelah
setiap malam sampailarut
menyusun pertimbangan
putusan. Tidak banyak
yang tahu, mungkinkita
pun tidak tahu, bahwa
15Mei 2018 hakim PN
Semarang, bapak Siyoto
S.H.,M.H.yangsesuai
jadwal sidang berencana
membacakan putusan,
tapi tak kunjungdatang
juga. Setelah pinturumah
didobrak ditemukan pak
hakim sudah kaku, diduga
wafat sekitar pukul 09.00
karenapada 08.41masih
terbacaada WA. Dia hidup
terpisah darianak dan
isterinya. ( Berita, Hukum
Online.Com 10 Agustus
2018). Juga tak terangkat
fakta hakim wafat dengan
meninggalkan keluarga
yangberada pada level
sangat sederhana, atau
bahkan tidak punya
apa-apa. Tidak tersiar
kejadian adanya pihak yang
berbekal karungberisi
rupiah mendatangirumah
hakim, tapi sang hakim
menolak, padahal sebelum
itu saudara-saudaranya
pernah memintadengan
sangatagar ayahdari
hakim itu menyampaikan
kepadadia supaya

mau membantu biaya
pendidikandarikeluarga
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adik-adik kandungnya.
Ayah kandung hakim bilang
“Jangan, akulihat sendiri
dengan mataku, abangmu
menolak karunguang
yangdiberikan kepadanya
dirumah”.Mantan hakim
yang terakhir ini sekarang
masih berangkat tiap habis
waktu subuh menuju
Jakarta. Setiap pagihari
sudah duduk dibelakang
meja kerja.

“Mengais dolar danrupiah
dariperkara”sering
dibahasakandengan
kasar dan vulgar sebagai
“memperjual-belikan
perkara” atau mafia
peradilan. Dua sebutan
yang bukan sekedar
mendeskrifsikan adanya
dugaan pelanggaran

KE PPH tapijusteru
yangessensial adalah
menunjukkanadanya
tindak pidana yang patut
atau dapat berakhir di
penjara.ParaRohaniwan
danagamawan
menyebutkan penghujung
yang pastidariperbuatan
sepertiitu, berdasar

iman dan firman, tiada
lain adalah dineraka.
Berdasarkanimandan
firman, itu bukan “ramalan”.
Halinipenting diingatkan
kepada “generasizaman
now” yaknipara pemuda
yang katanya menjadi
harapanbangsa. Terutama
yang berminat untuk
berkifrah dipengadilan
danterlebih-lebih lagi
bagiyangbaru-baru
sajamelangkah di

duniaperadilan setelah
dinyatakan lulus seleksi
calonhakim.Bukan berarti
kita boleh membiarkan saja
atas apapun perilaku hakim
yangjam terbangnya
sudah malang-melintang.
Pembiaran hal demikian
dapat berakibat terjadinya
praharadan kemalangan.
Kita semua perlu berperan
untuk “memviralkan”
bahwa sejak awal hendak
menjadi hakim adalah
wajib meluruskan niat.
Bersamaandenganitu,
bagiyang menderita
penyakit “niat terbias”,
wajib meluruskan kembali
niatnya meskipun

sudah lama bercokol di
pengadilan. Penyakit “niat
terbias”ialah menderita
bengkok niat, tidak lurus
lagi. Yakni tidak sepadan
dantidak sejalandengan
irah-irah putusanyang
diucapkannya, “Demi
Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan YangMaha
Esa’.

Padadasarnya
mengkonkritkan niat
menjadi hakim adalah
mewujudkan tekad
dalamhatiuntuk menjadi
penyelenggara peradilan
gunamenegakkan

hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasiladan
UUD Tahun 1945, demi
terselenggaranyaNegara
Hukum Republik Indonesia
(Pasal 24 ayat TUUDNRI
tahun 1945 perubahan ke
tigatahun 2001). Tentu
dalam melaksanakan
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niat menjadi hakim perlu
persiapan, kompetensi
danupayanyataagar
bisatetap konsistendan
konsekwen atas tekadnya
itu. Menyelenggarakan
peradilan, menegakkan
hokum, danmenegakkan
keadilan bukanlah hal yang
gampang. Ketiga-tiganya
perlukeutuhan niat dan
tekad. Segala perbuatan
adalahtergantung
bagaimana niatnya, dan
setiap orang akan memetik
apayangdiniatkannya.
Jikaniatnyakarenaharta
semata, maka keadilan
tak menjadi perhatian,
bahkankeridloan Tuhan
dikesampingkan. Alloh
SWT berfirmandalam
sebuah hadis qudsi
“Sungguh Aku tidak
menerima apayang
diucapkan oleh setiap
hakim dalam putusannya
diantara manusia, tapi
Akumenilaimotivasi
apayangadadalam
hatiparahakimitu dan
keinginanyang terbersit
darihatimereka. Jika saja
motivasidan keinginandi
hatimereka adalah demi
keridloan-Kumakatentu
Akumenilaidiammereka
sajaadalah tafakur dan
ucapan merekaadalah
dzikir mengingat-Ku”
(Pen:terjemah bebas
dari Tanbihul Ghofilin,
SyehNashribnu
Muhammad ibnu lbrohim
As-SamarqondiRA,
Maktabah wamatba'ah
Sulaiman Mar’i, Singapura;
hal.173).
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Adalah merupakan
pikiranideal ( baca:

muluk ) untuk meminta
negara “membayar”
hakim dengan gajiyang
tinggi sehinggamereka
menjadiberkecukupan
danterhindar dari
tindakan suap menyuap
ataumemintadan
menerima hadiah, karena
semua kebutuhan telah
dapat terpenuhi. Tak
dapat dipungkiri, hakim
membutuhkan pemenuhan
biaya kesehatan,
pendidikan anak-anak,
disamping pemenuhan
perumahan yang layak.
Biaya pendidikan dan
kesehatandiindonesia
sulituntuk bisadisebut
murah.Namun para
hakim menyadaribahwa
Indonesiatercintaini
bukan hanyatergantung
kepada hakimataupun
penegak hukum saja, tapi
juga sangat memerlukan
guruyangmencerdaskan
anak-anak bangsa,
aparatyangmengurus
kesehatanrakyat, aparatur
sipilnegaralaindan
sebagainya. Semuamereka
yang selain hakim pun
harus dipikirkan Negara
untuk dapat memperoleh
jaminan pendapatanyang
patut. Kekurangan atau
kemiskinan memang
dapat mendorong
perbuatanjahatdan

atau korup. Tapijusteru
kemungkinan terbesar
yang mempertinggiangka
terjadinya perbuatandan
perilaku korup adalah sifat

serakah yangdidorong
“hubbud dunya” mencintai
keduniaan semata

yang menghinggapi
dirimanusia, apapun
professinya; termasuk
para hakim. Memeratakan
pendapatanyang
sepatutnya pun menjadi
lebih sulit akibat dari
perbuatan-perbuatan
korup, karenaanggaran
Negarayangdapat
digunakan untukitu seolah
menijadi hilang tak bertuan
dantak bertuhan.

Pendapatan resmiseorang
hakim telah “dijamin” atau
tepatnya diatur (meskipun
belum menjamin)
berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor : 94
tahun 2012 (diundangkan
30 Oktober 2012,dimuat
dalam LN tahun 2012
Nomor 213) yang telah
dirubah oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 74
tahun 2016, sebagai
pendapatanyang “halaalan
thoyiban”. Pendapatan
yang “halaalan thoyyiban”
itu sepatutnya mendorong
kinerja yang lebih baik.
Pendapatanyang
“halaalan thoyiban” adalah
perolehan finansialyang
didapatdengancara-cara
yang tidak melanggar
aturandanajaranagama.
Tidak haram. Apakah
penghargaan negaraatas
kerja parahakimitu sudah
dapat menjamin seluruh
kebutuhan primair untuk
makan, minum, pakaian,
kesehatan, pendidikan
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adalahmasalah laindiluar
topik.

Perbuatan hakim yang
(masih) suka “mengais
dolar danrupiahdari
perkara” dilansir kembali
Suratkabar “Kompas”
(Rabu, 18 Juli 2018;
halaman 3) dibawah
judul “52 Hakim Nakal
Dijatuhi Sanksi”.Kompas
memberitakan bahwa
“jJumlah hakimyang
dijatuhi sanksioleh Badan
Pengawasan Mahkamah
Agung tahuninimeningkat.
Hakim yangdikenai
sanksitersebut mayoritas
terkait kasus permainan
perkaradan pelanggaran
hukumacara”. Tambah
lagikejadian OTT KPK
atasaparat Pengadilan
NegeriMedan yang telah
disinggungdiatas. Tentu,
inimenjadiberita-berita
memprihatinkan tentang
hakim yang masuk
katagori “nila setitik
merusak susu sebelanga”.
Dalampadaitu, laporan
pengaduan masyarakat
tentangadanyadugaan
hakim menerimadan atau
meminta uang maupun
yang melanggar hukum
acara, sampaikinimasih
sering / banyak mengalir
ke Komisi YudisialRI.
Adayang menyangkut
pengadilan dipulau Jawa
adapulayangdiluar pulau
Jawa.

Modus mengais dolar &
rupiah bisa terjadilangsung
dilakukan hakim tanpa
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aul | Komist YUDISIAL




PERSPEKTIF

tedengaling-aling. Boleh
jadijugamelaluipihak lain
diluar pengadilan maupun
anggota pengadilan.
Melaluitransferanatau
langsung dibawakan
“karung”. Sambil makan
atau melakukan permainan
danrekreasidisuatu
tempat. Diwilayah hokum
pengadilanmaupundiluar
wilayahnya.KY dan Bawas
MA dalammenangani
haliniharus sangat
berhati-hatikarena tidak
mustahil phenomenayang
adadimanfaatkan pihak
tertentu untuk menguras
kocek terdakwa atau pun
pundi-punditabungan para
pihak dengandalih untuk
“ngatur hakim”, padahal
sang wakil tuhanitu tidak
tahu menahu samasekali.

Namun demikianKY

dan MA tidak bolehragu
membawa fakta-fakta

ke sidang MKH. Perilaku
sedemikianitumasih
terjadi, dan tidak mustahil
dapat tetap terjadi (lagi

) disetiap langkungan
peradilan. Tentu saja,
tentang MKH iniberlaku
juga bagiparahakim
militer. Bahkan tidak boleh
ragujuga untuk membawa
hakim militer ke siding
Dewan Kehormatan
Perwira (DKP) jika dinilai
yang bersangkutan
“perlu diamputasi”
-aliasdipecat- karena
keberadaannyadalam
masyarakat militer dinilai
akan menggoncangkan
sendi-sendiketertiban
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dan pembinaandisiplin
militer. Perwira tersebut
harus diperiksadan
diadilidisidang (DKP

) yang dapat diminta
untuk dibentuk dengan
mendasariPeraturan
Panglima TNINomor :
Perpang/45/XI1/2007
tanggal 27 Desember 2007
yang menggantikan Skep
Panglima AbriNomor:
Skep/838/X1/1995
tanggal 27 November
1995.KY dan MA pun tak
perluragumenjatuhkan
ataumerekomendasikan
pemecatan atas hakim
darisemualingkungan
peradilan. Termasuk bagi
hakimyangberdasar
perhitungan masadinas
hampir sampaike garis
masa pensiun. Uangrakyat
itu akan lebih bermanfaat
untuk menghargaipara
hakimyang “jujur, benar,
adil”.

Berdasarkan Pasal 6 ayat
(3)ajo.Pasal18ayat(2)C
Peraturan Bersama MA
RldanKY RINomor:02/
PB/IX/2012dan 02/
PB/P.KY/09/2012 tanggal
27 September 2012
(selanjutnyadisebut
Perba) perbuatan hakim
yangmengais dolar dan
ataurupiah dariperkara
yangdiatanganihanya
dinyatakan melakukan
“pelanggaran sedang”
bukan pelanggaran berat.
Sanksiatas perilaku
pelanggaran sedangitu
diatur Pasal19 ayat (3)
Perbaterdiridari:
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a. PenundaanKGB paling
lama 1(satu) tahun;

b. Penurunangajisebesar
1(satu) kali KGB paling
lama1(satu) tahun;

c. Penundaan kenaikan
pangkat paling lama 1
(satu)

d. hakim non palu paling
lama 6 (enam) bulan;

e. Mutasi ke pengadilan
laindengankelas yang
lebihrendah;

f. Pembatalan atau
penangguhan promosi.

Apakah dapat dijatuhkan
sanksiyang lebih berat
dariyangdisebutkan
diatas; misalnya
dengankemungkinan
pemberhentian tidak
dengan hormat? Disini
berlaku ayatkaret yakni
ayat (6) dariketentuan
Pasal19 yang menyatakan
bahwa: “Tingkatdan

jenis sanksiyang
dijatuhkan terhadap
hakim yang terbukti
melakukan pelanggaran
berdasarkan tingkat
danjenis pelanggaran
sebagaimana dimaksud
Pasal18ayat(1),(2),dan (3)
dapat disimpangidengan
mempertimbangkan

latar belakang, tingkat
keseriusan,dan/atau akibat
daripelanggaran tersebut”.
Jadisangat mungkinjuga
untuk dijatuhi sanksiberat
atas perbuatannya.

Khusus sanksiuntuk hakim
adhocdanhakimagung
masing-masing berlaku

Pasal21danPasal 22
Perbayang memuat jenis
sanksiyang samauntuk
keduanya, yakni:

a. Sanksiringanberupa
tegurantertulis;

b. Sanksisedangberupa
non palu palinglamaé (
enam) bulan;

c.  Sanksiberatberupa
pemberhentian
denganhormatatau
tidak dengan hormat
darijabatan hakim.

Masalah mengais dolar
ataurupiahinitidak
terhentipada pemberian
sanksi saja, tapiyang
terutama bagaimana
menangkal dan menjaga
agar tidak terjadidan
terjadilagi. Tentu sajakita
semuamendambakan
lembaga peradilan yang
memberikan keadilan
dankepastian hukum
menjadi “zero penyuapan”.
Perbuatan mengais dolar
danrupiahdariperkara,
disamping menjadi
penghalangtegaknya
keadilan, sekaligus

juga menjadikendala
danhambatandalam
mewujudkan peradilan
sederhana, cepatdan
biayaringan sebagaimana
dikehendakimasyarakat
danUndang-undang
Kekuasaan Kehakiman.
Sehubunganiniperlu

ada upayanyatauntuk
mengikisnya.

Baru-baruini, KY
meluncurkan kegiatan
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“Workshop Eksplorasi
Pelanggaran KE PPH :
StudiKasus Laporan
Masyarakat di Komisi
Yudisial” yang diikuti 36
(tiga puluh enam ) hakim
PN dan 6 (enam) hakim
militer, diselenggarakan
pada 28-31Agustus 2018
diMakasar. Program
akanberlanjut terus di
wilayah lain sebagai
bagiandarikegiatan
bidang pencegahan dan
peningkatan kapasitas
hakim. Patut kita syukuri
pula, MA pada 29 Maret
2018 menetapkan Perma
Nomor: 3tahun 2018
tentang Administrasi
PerkaradiPengadilan
SecaraElektronik. Perma
inidiundangkandiJakarta
tanggal 4 April 2018 (
BeritaNegara Rl tahun
2018 Nomor: 454).

Pokok pertimbangan
Permatersebut pada
dasarnyamenyatakan
:"untuk mewujudkan
peradilan sederhana, cepat
dan biayaringan perlu
dilakukan pembaruan guna
mengatasikendaladan
hambatan dalam proses
penyelengaraan peradilan”.
Meskipun Pasal 3 Perma
inimenyatakan bahwa
“Pengaturan Administrasi
Perkara Secara Elektronik
iniberlakuuntukjenis
perkara perdata, perdata
agama, tata-usaha
militer dan tata-usaha
negara’,namundengan
telah diundangkannya
Permaini, kita boleh
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berharap MA akan lebih
melaju lagidengan cepat
mewujudkan peradilan
yang bersih, peradilanyang
agung.DenganPerma
tadikita harapkan para
hakim lebih terdorong
lagiuntuk menghindari
berhadapan secara pribadi
dengan “penggoda” yang
secara sadar dan sengaja
membawa perkara kepada
hakim, mengajukan
dalil-dalilyang
menjerumuskan hakim
memutus dengan amar
yang tidak sesuaidengan
kebenaran. Sepertinya
mustahil akan terjadi
“Wakil Tuhan dibumi”
dapat diajak “bersiasat”.

Namun dalam kenyataan,
haltersebut telah terjadi
juga. Bahkan “penggoda”
bisadatangdengan
tersenyum lebar meminta
hakim supaya “mengemas
pertimbangan”yang
menguntungkandirinya.
Jika upayapenggoda
berhasil, dapat saja
hakimterdorong
menyembunyikan
kedlolimannya di tempat
terang benderang, yakni
dibalik pertimbangan dan
pendapat hokumdemi
gemerlap duniayang
ditawarkan.

Berdalihkanasas “res
judicataproviratate
habiteur” yang
bersangkutan
beranggapan “legal
behaviour” (perilaku
hokum) dirinyainiadalah

masalah teknis yudisial
semata-mata, diluar
jangkauan kewenangan
KY RI.Padahal, dalam hal
hakim tidak melaksanakan
tatacarayangseharusnya
dilakukan menurut hukum
acaraataudalam hal hakim
melakukan perbuatan
yang seharusnya menurut
hukum acara tidak boleh
diperbuat, yang demikian
ituadalah merupakan
“perbuatan” atau perilaku
hukum dankarenanya
menjadiperilakuyang
melanggar atauyang
sesuai KE PPH.Namun
demikianjikaternyata
atas perbuatan tersebut
hakim telah memberi
pertimbangandan/atau
pendapat yang memuat
penjelasan kenapa hal

itu dilakukan atau tidak
dilakukan, kembali hal
tersebut merupakan
masalah teknis yudisial.

Terlepas daribenar atau
salah pertimbangan

tetap harus dihormati
sesuaiasas “resjudicata
proviratate habiteur”.
Hanya Pengadilanyang
lebih tinggi yang dapat
menyatakan tepat atau
tidak tepatnya suatu
pertimbangandan
pendapat hakim. Kita
menghargaiputusan
Mahkamah AgungRI

yang “monumental”
diawal pemberlakuan
KUHAP sehubungan
penerapan Pasal 244 yang
menutup rapat permintaan
pemeriksaan kasasiatas
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putusan bebas. Putusan
MANo.275K/Pid/1983
membuka ketertutupan
dengan menerima
permohonan kasasi
Jaksaatas putusan bebas
terdakwa Natalegawa.

Menghadapigodaan
kemewahan dunia

adalah arif dan bijakjika
hakimdalamturut serta
membangun bangsadan
negara, dalam bekerja
danberkarya, memiliki
wawasan masa depandan
wawasan keakhiratan.

Itu bukan lelucon atau

hal yang menggelikan.
Kehidupan paska kematian
dialamfanabukan sekedar
ramalan, tapi kenyataan
berdasarkan firman Tuhan
dankeimanan.

Justeruhaldemikian
menunjukkan keunggulan
dankeluhuran martabat
karena perkataan dan
perbuatan akan dimintai
pertanggungan jawaban
dihadapan Tuhan

maha pengasih maha
penyayang tapijuga maha
menghakimidengan
keadilan yang pasti.
Adalah patut sekali, jika
kita senantiasa bersujud
kepada Tuhan dan berdoa
“Ya Alloh berithamba
keampunan atas seluruh
dosa-dosahambayang
sekecil-kecilnya apalagi
yang besar,dosamasa lalu
maupundosa yang terbaru,
dosakasat matamaupun
yang tersembunyidari
pandangan manusia”.[{
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Kesejahteraan dan
Keamanan Terjamin,

Aida Mardatillah =




Profesi hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan
tugas peradilan. Namun, besarnya tanggung jawab hakim

tidak berbanding lurus dengan jaminan fasilitas yang diterima
sebagaipejabat negara. Faktanya, kini banyak hakim yang belum
mendapatkan fasilitas perumahaan (rumah dinas) yang layak,

kesehatan dan kemanaan.

esuai PP No.
94 Tahun 2012
tentang Keuangan

dan Fasilitas Hakim

yang Berada diBawah
Mahkamah Agung (MA),
belum semua fasilitas
hakimdipenuhioleh
pemerintah. Seperti,
perumahan, kesehatan,
dan keamanan yang
memadai. Hanya gaji saja
yang sudah dijalankan
oleh pemerintah sesuai
amanat PP Keuangandan
Fasilitas Hakimini.

Padahal, telah tertuang
secarajelas dalam Pasal
2PPNo.94 Tahun

2012, bahwa hakim
mendapatkan hak berupa
gaji pokok, tunjangan
jabatan,rumah negara,
fasilitas transportasi,
jaminan kesehatan,
jaminan keamanan,
biaya perjalanandinas,
kedudukan protokol,
penghasilan pensiun, dan
tunjangan lain.

Pengurus Pusat lkatan
Hakim Indonesia (PP

www.komisiyudisial.go.id

IKAHI). Ketua Umum PP
IKAHI Suhadi mengakui
sebagian hakim seluruh
Indonesia belum semua
menikmati fasilitas

rumah dinas yang layak.
“Bahkan, banyak hakim
yang masih ngontrak
rumah dengan biaya
sendiri. Selamainihanya
pimpinan pengadilan yang
mendapat fasilitas rumah
tetapi kalau hakim biasa
(nonstruktural) belum
tentu mendapatkan rumah
dinas,” kata Suhadi, Selasa,
(18/09).

lamenjelaskan meski
gajidan tunjangan hakim
sudah dinaikkan, tetapi
fasilitas penunjang

lain sepertirumahdan
jaminan kesehatandan
keamanan masih minim.
Untuk kesehatan, ia
mengatakan para hakim
hanya mendapatkan
fasilitas kesehatan dari
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS).
Padahal, sewarumah
dan menggunakan
fasilitas kesehatan BPJS

sesungguhnya kurang
sesuaidengan marwah
danjatidiri profesihakim
sebagai pejabat negara.

Suhadijugamenilai
pemerintah belum
sepenuhnya menjalankan
amanat PP No. 94 Tahun
2012."Sayakirabaru
gajisajayang sudah
terealisasi. Kalau masalah
rumah dinas, kesehatan
dankeamanan belum
dilaksanakan,” kata dia.

Terlebih, katadia,
keamanan sama sekali
belum ada pengaman bagi
parahakim yang sedang
dalam menjalankan
tugasnya. Tentunya
iasungguhberharap
agar pemerintah dapat
merealisasikan seluruh
ketentuan dalam PP No.
94 Tahun 2012.

Maka dariitu, Komisi
Yudisial (KY) tentu tidak
hanyatinggal diam melihat
kondisiyangdialamioleh
hakim. Meski, tugas KY
merupakan pengawasan
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terhadap hakim. Namun,
KY punmemikirkan
kondisikesejahteraan
dankeamananyang
diperoleh hakim. Sebab,
salah satunya dapat
menunjang peningkatan
kerja-kerja hakim dalam
menyelesaikan perkara.

Ketua Bidang Pencegahan
dan Peningkatan
Kapasitas Hakim KY, Joko
Sasmito mengatakan

KY saatinimendorong
kesejahteraan hakim
khususnyarumahdinas,
kesehatandanjuga
keamanan hakim.

“Tiga pointinisangat
penting,dengan adanya
rumah dinas, fasilitas
kesehatan dan keamanan.
Maka, hakim akan fokus
pada penyelesaian
perkara. Tugasdan
tanggungjawab hakim
sudah berat,jangan
diberikan beban lagi
mengenai persoalan
mengenai kesejahteraan
hakimini,” kata Joko,
Jumat (21/09).
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Rumah Dinas

Terkaitrumah dinas,
kondisinya sangat
memprihatinkan. Bahkan,
sesuaiyangdiceritakan
Ketua MA Hatta Alj,

kata dia, hakim yang
menempatirumah jika
siang hari melihat matahari
danjika malam harimelihat
bintang. "Hakim Agung
sudah mendapatkan
fasilitas ini,namun bagi
hakim tingkat pertama
dan banding tidak. Hakim
yang mendapatkan rumah
dinas hanya pimpinan
pengadilan saja untuk
hakim dibawahnya belum,
kemudiankondisinya
banyak yangtidak layak
huni,” ujarnya.

Dalam hasil surveiKY
semester pertamabulan
Januarihingga Junitahun
2018, Joko memaparkan
KY melakukan surveiditiga
wilayah terkait fasilitas
perumahan. Diantaranya,
Aceh, Yogyakarta, dan
Balikpapan dengan 140
hakim sebagaiinforman
yang terbagidalamdua
jenis, yaknisudah pernah
menerima fasilitas

rumah dan belum pernah
menerima fasilitas

rumah. Bagi hakimyang
belum pernah menerima
fasilitas rumah dinas. Joko
mengungkapkan 67 persen
hakim mengatakan belum
tersedianyarumahdinas
yang dapat digunakan.
Serta, 21persen hakim
menyatakan antarajumlah

Suhadi
Ketua Umum PP IKAHI

hakim yang bertugas dan
rumahdinas yang tersedia
tidak seimbang.

“Bahkan, 100 persen
hakim menyatakan tidak
pernah ada tunjangan
perumahan,” paparnya.
Maka dariitu, kata dia,
banyak parahakimyang
menginginkan adanya
pemerataan pemberiaan
fasilitas perumahan bagi
hakim atau semua hakim
mendapatkan perumahan
sebesar 19 persen hakim,
rumah dinas layak huni
15 persen hakim, rumah
dinas dengan kondisi
lokasi strategis 15 persen
dan berkeinginan seperti
rumahdinas pejabat
negara 9 persen hakim.

Dengantidak adanya
rumah dinas yang
diperoleh bagihakim.

W EDISI
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Maka, biayayang
digunakanuntuk menyewa
tempat tinggal lebih dari
15juta. Untukitu, Joko
mengatakan banyak
yang mengharapkan
terwujudnyarumah dinas
untuk semua hakim,
adanya pemberianuang
penggantudanjumlah
rumahdinas harus
diperbanyak. “Sebab,
selamainirumahdinas
yang adadibangun

saat badan peradilan
masihdalam naungan
departemen kehakiman
sebelum sistem satu atap
dibawah MA," ujarnya.

Dan, bagihakim yang
sudah menerima
fasilitas perumahan.
Jokomengungkapkan
kendala yang dihadapi
dandikeluhkan hakim
yaiturumah dinas kurang

terawat sejumlah 65
persen; fasilitas rumah
tidak lengkap sejumlah

8 persen; dan keamanan
kurang sejumlah 7 persen.
Selainitu, terkait kondisi
rumah sejumlah 45 persen
menjawab cukup baik
karena kerusakanyang
dibenahitidak terlalu
parah.Dan, sejumlah 41
persenrumah dinas buruk.

Olehkarenaitudata
yangdiperoleh terkait
penggunaan dana
pribadi sebagai biaya
perawatan fasilitas
rumah diterima, sebesar
46 persen menyatakan
adanya pengeluaran
biaya pribadi sebesar
5-10juta; 33 persen
kurang mengeluarkan
uang sebesar 15juta; 19
persen mengeluarkan
uang sebesar 10-15juta;

www.komisiyudisial.go.id

0O detik.com



dansejumlah 2 persen
mengeluarkan uang
sebesar 15jutadengan
menggunakan uang
pribadiuntuk melakukan
renovasi dan perawatan
rumah dinas.

Terkait jarak, katajoko,
sebesar 26 persen
mayoritas hakim
menjawab jarak rumah
dinas ke pengadilan atau
fasilitas umum dekat; 7
persen hakim mengatakan
jarak yang ditempuhjauh.
Sedangkan, minoritas
hakim memberikan
jawaban sangat jauh.

Ketersediaan
perlengkapan atau
peralatanrumahtangga
yang diterima hakim
dalamrumahdinas yang
ditempatinya, lanjutnya, 85
persen hakim menyatakan
belum ada perabotan

Joko Sasmito
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim KY

www.komisiyudisial.go.id

rumah tangga, dan15
persen hakim mengatakan
sudah tersedia. “Maka,
kondisirumah dinas layak
hunibeserta perawatan
rutinnyaialah halyang

diinginkan hakim,” kata dia.

Olehkarenaitu, Joko
mengatakan mengenai
masalahiniKY telah
berkomunikasidengan
Wakil Presiden Yusuf Kala.
Namun, halitu saja tidak
cukup. TentunyaKY akan
melakukan pertemuan
dengan stakeholder terkait
untuk memperjuangkan
ini.

Jaminan Kesehatan
Hakim

Dalamjaminan kesehatan,
hakim dalam menjalankan
tugasnya kerap lewat larut
malam. Memangsidang
sebuah perkaramemang

™ e

acapkalimembutuhkan
waktu panjang. Terlebih,
saksiatau ahlidaripihak
penuntut umum maupun
pihak terdakwa cukup
banyak yang akan dimintai
keterangannya.

Seperti, yang kerap terjadi
dalam persidangan perkara
korupsiatau perkara besar
yang menarik perhatian
publik. Tentu, proses
persidangan hingga larut
malam dapat berpengaruh
terhadap faktor kondisi
kesehatan bagi majelis
hakim karena banyak
menguras energidan
pikiran.

Namun, Joko mengatakan
selamainiuntuk jaminan
kesehatan hakim,
fasilitas yang diberikan
pemerintah hanya BPJS.
Padahal, seorang hakim
ialah pejabat negara
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sesuai UU Kekuasaan
Kehakiman. Namun, untuk
kesehatan dipersamakan
dengan masyarakat pada
umumnya.

“Dengan menggunakan
BPJS, hakim diharuskan
mengantridaripagi

hinggi sore untuk

berobat kerumah sakit.
Sedangkan, iamemiliki
tugas yang begitu berat
dalam menangani perkara.
Maka, bagaimana hakim
tersebut akan bekerjajika
kondisinya sepertiini,”kata
dia.

Untuk itu, kata dia, dibulan
Oktober Tahun 2018 ini
KY akanbertemudengan
pimpinan BPJS mengenai
jaminan kesehatan hakim.
Hasil dari pertemuan
ininantinya akanKY
rekomendasikan kepada
stakeholder terkait untuk
merumuskan secara
bersama penanganan
terkait jaminan kesehatan
hakim,” ujarnya.

Keamanan Hakim

Mengenaikeamanan
hakim, masih banyak
kejahatan terhadap
pengadilan (contempt of
court) dibeberapadaerah.
Dalam mengembang
tugasnya sebagai hakim,
tak lepas dariancaman
fisik, psikis, intimidasi,
bahkan tindakan anarkis
diruang persidangan.
Bahkandiluar persidangan.

EDISI
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Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Advokasi, Hukum, Penelitian dan
Pengembangan KY, Sumartoyo

Ketua Bidang Sumber
Daya Manuasia, Advokasi,
Hukum, Penelitiandan
PengembanganKY,
Sumartoyo mengatakan
sesuaiPasal 20 ayat

(1) hurufeUUNo.18
Tahun 2011tentangKY,
menyatakan bahwa KY
memiliki tugas untuk
mengambil langkah
hukum dan atau langkah
lainterhadap orang
perseorangan, kelompok
orangataubadan hukum
yang merendahkan
kehormatan dankeluhuran
martabat hakim.

Sebab, katadia, KY dalam
melakukan advokasi
diharapkan dapat
menjunjung tinggi harkat
dan keluhuran martabat
dalam rangka mewujudkan
hakim yan bersih, jujur,
dan professional. “Sebab,
perlindungan terhadap

m Konmisi YupisiAL
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hakim mutlak diperlukan
bukan semata untuk
individu hakim melainkan
lebih penting lagi yakni
kewibawaan peradilanitu
sendiri,” kata Sumartoyo,
Kamis (20/09).

Sumartoyo berpendapat
saatiniperlindungan
terhadap keamanan hakim
tidak terjamin bahkan
tidak ada. lamengatakan
dalam pengamanan
didalam pengadilan saja
sudah tidak terjamin.
Sebab, fasilitas bangunan
pengadilan tidak
mendukung, yakni tidak
adanyajalur khusus bagi
hakim untuk masuk dan
keluar daripengadilan.

la berkata Jalur keluar
masuk hakim samadengan
keluar masuk masyarakat
yang berperkara. “Maka,
jangan heranjika terdapat

SEPTEMBER 2018

hakimyang mengalami
serangan oleh orang
yang berperkara didalam
pengadilan.Nah, inisalah
satu penyebab tidak
terjaminnya keamanan
bagihakim, belum lagi
terror yangditerima
hakimdiluar pengadilan,”
tandasnya.

Ditahun 2017,KY telah
melakukan penanganan
terhadap 15 laporandan
informasi terkait perbuatan
merendahkan kehormatan
dankeluhuran martabat
hakim.lamenyebut
kegiatan yangdilakukan
KY dalam matelis hakim
memutus perkara
penodaanagamadengan
terdakwa Basuki Tjahja
Purnama (Ahok).

Yakni, adanya seorang
dosenyangmelalui
akunsosial medianya

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

melakukan penghinaan
dan penyebaran
indormasiyangsifatnya
menimbulkanrasa
kebencian terhadap majelis
hakim PN Jakarta Utara.
Yang hasilnyaberupa
mediasidan perdamaian
antara kedua belah pihak
pada 9 Juni2017.

Selainitu, terkait kasus
penghinaan terhadap
pengadilandan

perusakan fasilitas PN
Medan. lamengatakan

KY telahmendorong
pihak kepolisian untuk
menyelesaikandan
mengusut tuntas kasus
pengrusakandengan
mengirimkan surat yang
ditunjukan kepadaKapolda
Sumater Utara. Perihal
penangnandugaan pidana
di PN Medan.

lajuga mengatakan bahwa
KY telah melakukan

MoU dengan Mabes

Polri, yangdiharapkan
akan memudahkan
kerja-kerjaKY dalam
melakukan advokasi
terhadap perlindungandan
keamanan hakim. Selain
itu, KY pun membuat
duafilm advokasiagar
dapat meningkatkan
kesadaran bagihakim

dan masyarakat akan
keluhuran dan martabat
hakim. “Maka, untuk
kedepannyaKY akan terus
melakukan upaya-upaya
agar terjaminya keamanan
dibadan peradilan,” kata
dia.

www.komisiyudisial.go.id
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Pengadilan Negeri (PN) Pangkajene memiliki wilayah hukum yang

sangat luas, berada dilbu Kota Kabupaten Pangkajene Kepulauan,

dimana gugusan pulaunya mencapai perbatasan Bali, perbatasan

Lombok, dan perbatasan Madura.

entu saja wilayah
inimenjadi
strategis untuk

perlintasan ekonomi
namun, yang perlu
dicermatiadalah
pelanggaran hukum
dibeberapatahun
kebelakang yang mencuat
seperti, narkotika dan
obat-obatanterlarang
(Narkoba),namun

dibalik permasalahan
itukinerja PN dalam
melayani masyarakat
terus ditingkatkan hingga

akhirnyaberbuah prestasi.

Narkoba Mendominasi

Meski tidak seberapa
banyak perkarayang
ditangani PN Pangkajene
setiap tahunnyahanya
berkisar kuranglebih
180 perkara baik pidana
maupun perdata, namun
permasalahan serius
ketika dilansir dari180
perkaraitu lebih dari
60% nya adalah perkara
Narkoba yang menyerang
generasimuda. Perkara
barang haraminijuga
dijelaskanoleh Ketua

PN Pangkajene, Farid
Hidayat Soepamena,
mengatakan banyak
perkarayangditangani

EDISI
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oleh PN berkaitan dengan
Narkoba, sehingga
sungguhdisayangkandi
kota yang dikenal nyaman
dantenangituternyata
memiliki permasalahan
hukum yang serius.

“Meskisayabaru7

bulan menjabat sebagai
Ketua di PN Pangkajene,
namun saya cukup kaget
ternyata perkarayang
mendominasidisiniadalah
narkoba.” Ujar Farid ketika
ditemui tim redaksi di
ruang kerjanya.

Priakelahiran Bandung,
40 tahunsilamini
merasa kerasan tinggal
dikotakecilyang

tidak jauh darisentral
perekonomian Sulawesi
Selatan yaitu Makassar,
sekaligus merasa
prihatin dengan kondisi
yangada, namun tentu
saja sebagai pengadil
dirinya mengambil sikap
professional dalam
menangani perkara
hukumyang beradadi
wilayahitu.

“Agak berbeda perkara
hukum disinidengan di
tempat sebelumnya saya
bertugas, sering yang
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kami periksa dan adili
adalah kurir dan pemakai
sabu-sabu, tentu saja
mereka bisadianggap
korbandarinarkobaitu
sendiri”,ungkap Farid.

Mantan Wakil Ketua

PN Tuwalinijuga
berpendapat bahwa
pengguna atau
korban-korbandari

zat adiktif itu bukanlah
pelaku yang sebenarnya,
sehingga seringkalidirinya
tidak bisakerasdengan
hukuman yangdijatuhkan
kepada penggunaitudan
beberapa putusanyang
dijatuhkan selalu lebih
rendah darituntutan
Jaksa.

“Yang terberat saat
menjadi hakim adalah
ketika memutus, saat
mengadili perkara narkoba
ini saya tidak bolehragu,
maka ketika putusan
yang saya jatuhkan tidak
seberat tuntutan Jaksa
mereka pernah bertanya
kepada saya kenapa
ringan sekali pak Ketua?
Yaringan karenamereka
bukan pelaku sebenarnya
mereka hanyalah korban,
selainitusayajuga
katakanabahwa penjara

sudah sangat penuh
dengankasus seperti
inijadi, sedikit efek jera
pada terdakwa sudah
cukuplah harapannya
kedepan setelah lepas dari
kurungan mereka bisa
memperbaikidiri.” Harap
Farid.

Raih Akreditasi
dengan Semangat

Meski PN Pangkajene
hanya menggawangi
keadilan diperlintasan
kecil wilayah Sulawesi
Selatan yang pelik akan
kasus narkoba, namun
soal memberikan
pelayanan publik tidak
tanggung-tanggung,
semua aspek informasi,
ketertiban administrasi
hingga kebersihan dan
kenyamanan sungguh
diperhatikan, sehingga
wajar PNinisetahun

lalu meraih akreditasi A
excellent, menurut lustika
Puspa Sarihakimyang
telah 4 tahun melayani
masyarakat di Pangkajene,
akreditasihanyalah buah
darikesungguhan kerja
seluruh awak PN.

“Saya hanyalah bagian
kecil daritim yang
mengurusi kelengkapan
administrasi dan dokumen
yangdiperlukan saat
penilaian, beruntung
kinerjarekan-rekan
disinisangat baik dalam
menjalankan tugasnya,
semuadokumen
terinput, kebersihandan

www.komisiyudisial.go.id



kenyamanan pelayanan
publik diperhatikan yang
hasilnya Alhamdulillah
berbuah akreditasi
dengannilai A." kenang
lustika, hakim yang baru
diangkat 4 tahun lalu di PN
Pangkajene.

Selainitumenurut lustika
ada halyangberbeda
darimemotivasisegenap
awak PN Pangkajene yaitu
dengan sebuah motto
SEMANGAT, Sederhana,
Edukatif, Melayani, Adil,
Netral, Giat, Akuntabel dan
Transparan, halinidiyakini
menjadi spirit yang
menggugah kinerja hakim
dan pegawai sehingga
kata “Semangat”iniselalu
adaditiap publikasi PN.

“Karena tidak mungkin
mengatakan Semangat
saat kondisikita lemes
danmalas halitu bisakita
bayangkan, jadisetiap
ada banner atau publikasi
dariPNinikata Semangat

www.komisiyudisial.go.id
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i | dalam kondisi darurat
selama proses renovasi

selalu kami sisipkan

agar kerap memotivasi
kamidalam menjalankan
tugas.” Ujar Ibu dua orang
anak iniyang nampak
jelas bersemangat
menjelaskan.

Adajuga stigmabahwa
mengejar akreditasi
berartibanyak
mengorbankan biaya
yang ada manakala biaya
tersebut tidak tercantum
dalam DIPA, halitu
ditepis oleh Ketua PN
Pangkajene, Farid Hidayat
Soepamena, karenayang
utama menurut dirinya
peran pimpinan dalam
pembinaan kebawah
sangat penting dilakukan
yang bertujuan untuk
memberikan pelayanan
kepada publik.

“Dalam meraih sebuah
kesuksesan bagi

saya pribadiadalah
menjalankan apayang
dikatakan pimpinan yaitu,

memberikan pelayanan
publik dan memperhatikan
kenyamanan dan
kebersihan, sehingga
sepertiapayangdikatakan
oleh pak Dirjen, jika
memang tidak ada
anggarannya tampilkan
apaadanya, halitujuga
berlaku dengan apa

yang kami kerjakan tidak
memaksakan sesuatu

PN Pangkajene saat ini
telah memasukitahap
ke-3renovasi

diluar kemampuan, tapi
selamaadaanggarannya
maka tentu kami
laksanakan.” Ungkap
Farid.

Akreditasimenurut Farid
lagi bukanlah kebangaan
yang merupakan

sebuah tujuan akhir
dariPengadilan, tetapi
merupakan awalan baru
dalam menjalankan
roda keadilan di

wilayah kabupaten
Pangkajene Kepulauan,
sertamewujudkan visi
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PENGADILAN

Mahkamah Agung yaitu
mewujudkan peradilan

yangagung.

“Mendapatkan akreditasi
tidak membuat kita
sertamerta menjadi
bangga danberhenti
sampaidisitu, melainkan
merupakan sebuah
proses awal bagaimana
kita harus memperbaiki

peradilan kedepan untuk
terwujudnya peradilan
yangagung, selainitu
prioritas kita tentu sama
dengan Pengadilan
yang lain yaitu adalah
pelayanan publik yang
dikedepankan, dan
kerjasama antara hakim
dan pegawaidengan
pegangan pokok 4 pilar
yaitu, Ketua, Wakil Ketua,
Panitera dan Sekretaris.”

Minus Pegawaidan
Fasilitas

EDISI
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Keterbatasanyang
sangat umum terjadi
diPN belakanganini
adalah ketersediaan
pegawaiyang
menangani pekerjaan
administratif atau
pegawaiKesekretariatan,
halinijugaterjadidiPN
Pangkajene yang menurut
Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan,
Usman Sampara, kondisi
PN sangat kekurangan
pegawai.

“Tentu setiap ada
kesempatan kamitelah
mengajukan kekurangan
Sumber Daya Manusia,

terutama pegawai di
Kesekretariatan yang
menangani pekerjaan
administratif, tapi
nampaknya belum dapat
terpenuhi, jika dilihat
kondisinya sangat minus
hanya adalorang staf
saja,dan 14 orang lainnya
berstatus honorer.”
Ungkap Usman.

i EDISI
Konirsi YupisiaL | Juu

Permasalahaninimenjadi
sangat vital mengingat
pekerjaan yang bersifat
vitalbagi PN harus
ditanganioleh pegawai
yangresmi seperti,
melaksanakanregistrasi
perkara misalnya, tetapi
lagi-lagimengingat hanya
Torang pegawaiyang
ada, terpaksaregistrasi
perkara diperbantukan
oleh pegawaihonorer,
menurut Hakim lustika
kondisi minim SDM ini
sudah lama terjadi.

“Pekerjaan vital seperti
registrasiperkara
seharusnya dikerjakan

=

oleh pegawainamun
karena kondisiyang
sangat minusini
pekerjaanitu dikerjakan
oleh tenaga perbantuan,
beruntung meskidalam
keterbatasan seperti

ini tidak membuat kami
merasa terbatasijustru
membuat kami lebih
kreatif dalam menjalankan
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tugas sehari-hari.” Ucap
hakim muda kelahiran 30
tahun silamitu.

Terkaitdengan minim
fasilitas, bisadibilang
Hakim yang bekerja di PN

Pangkajenejuga tidak
semua mendapatkan
fasilitasrumah dinas
yang layak, dari8 orang
hakim hanya 4 orang
yang mendiamirumah
dinas, menurut Ketua
PN Pangkajene, rumah
dinas telah ada sejak
zaman Departemen
Kehakiman, minim
perawatan sehingga
kondisinya kurang layak
digunakan.

“Bisadibayangkan
kondisirumah dinasitu
sudah ada sejak zaman
Departemen Kehakiman,
tentu saja kondisinya
butuh perawatan yang
halitu tidak pernah ada
dalam DIPA, untungnya

beberapa hakim yang
berdinas disini punya
rumah sendiridi
Makassar, jadi mereka
cinderung menempati
rumah sendiri, meski
harus pulang pergiyang

jaraknya cukup jauh dari
Pengadilan.” Jelas Farid.

Dibalik minim pegawai
dan fasilitas jabatan

bagi hakim, namun yang
terkait dengan pendidikan
ternyata sudah sangat
baik didapat oleh hakim
di PN Pangkajene,

setiap tahunnyaselalu
ada beasiswa untuk
melanjutkan S2 dan
pelatihan baik dari
Mahkamah Agung
maupun Komisi Yudisial
untuk meningkatkan
keilmuannya, halini
harapannya dapat
meningkatkan
profesionalitas hakim
dalam menjalankan tugas
kedinasannya.
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“Prinsip
kehati-hatian
dalam bertugas
sangatlah
penting
dimiliki oleh
hakim”

aridHidayat
Soepamena, pria
kelahiran Bandung

14 Februari1976ini
denganlugas mengatakan
bahwa figur ayahnyalah
yang membentuk jati

diri sebagai hakim. Anak
sulungdari4 bersaudara
inisangat dekat dengan
ayahnya.Nasihatayahnya
menginspirasidirinya
untuk menjadiseorang
Wakil Tuhanyang
baik."Setiap hariayah
saya selalu menasihati,
hati-hatiadaisu
pengadilan tentangini
atau tentangitu. Hati-hati
apabila ada masyarakat
yang datang terkait
dengan perkara, maka
ayah selalu meminta saya
untuk mengatakan bahwa
dirinyatidak ada di tempat.
Jika ada buah-buahan
terhidang diberikan

oleh masyarakat sekitar,
sertamertasayadisuruh
mengembalikannya. Figur
ayah begitu kuat sejak
kecil, saya selalu ikut di
mana dia ditempatkan

EDISI
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saat bertugashingga
saat SMA," ucap Farid
ketika ditanyahal yang
menginspirasidirinya
menjadi hakim.

Usaimenempuh
pendidikan STHukum
diUniversitas Muslim
Indonesia (UMI) Makassar
padatahun 2000, ia
mengikuti tes calon hakim
danlulus. laditempatkan
di PN Watampoe, Sulawesi
Selatan padatahun 2002
silam.ladiangkat menjadi
hakim pertamakalidi PN
Labua padatahun 2005.
Saatituada stigma miring
yang didapat bahwa

anak seorang hakim pasti
mendapat “jatah” menjadi
hakim.

“Pada waktuitu ada stigma
yang mengatakan menjadi
hakimitu mahal karena
harus bayar ratusanjuta,
harus punya kedekatan,
dan wajar saya menjadi
hakim karena ayah saya
hakim. Tetapiselalu saya
katakan bahwa modal
sayahanya 3jutarupiah
saja untuk membayar tiket
pesawat pulang pergidan
alhamdulillah saya lulus
danditerima.” sanggah
Farid.

Jikadahulu Farid kecil
hanya mengamatihakim
bertugas, kinipriayang
telah dikaruniai 3 orang
anakiniharus tegar
merasakan suka dukanya
menjadi seorang hakim.
Bagaimanapun profesi

SEPTEMBER 2018

inilah yang memang sudah
menjadipilihan hidupnya.

“Ketika saya ditempatkan
di PN Tual diMaluku tahun
2015, banyak pelajaran
bagi saya, masyarakat di
sanasangat keras. Bahkan,
pernah usai memutus
suatu perkara terkait
dengan pembunuhan
sayalangsungmeminta
kepolisianuntuk
memberikan pengamanan
agae menghindarihal-hal
yang tidak diinginkan,”
jelas Farid.

Dikota Tualitujuga
dirinya banyak belajar
untuk berserah dirikepada
YangMahaKuasakarena
memang tidak adajaminan
keamanan yang memadai
bagihakim yangbertugas
diwilayahterpencilitu.
Ditanya soal pengalamam
paling berkesan, dirinya
menjawab saat menangani
perkara pidana yang
menimpa difabel.

“Saatituadalahkasus
perkosaan yang menimpa
difabel. Semuaorang
sulituntuk memeriksa
karena merupakan difabel.
Akhirnya saya beranikan
dirimembuka toga hakim
sayadanturundarimeja
hakim lalu mendekatinya.
Sayalalumemerintahkan
terdakwa untuk sementara
keluar dariruangan, lantas
perlahan-lahan akhirnya
diamau mengungkapkan
apayangdialaminya,” ujar
Farid.

Sebagaiseoranganak
yangdibesarkan dalam
keluarga dengan figur
ayah seorang hakim, Farid
berpesan kepada diridan
rekan-rekannya para
hakim agar senantiasa
berhati-hatidalam
bertugas serta pentingnya
mengamalkan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH)."Prinsip
kehati-hatian dalam
bertugas sangatlah
penting dimilikioleh
hakim. Untuk itujadilah
hakim yang senantiasa
mengamalkan 10 butir
KEPPH, maka dengan
sendirinyakita akan
menjadi Wakil Tuhanyang
terbaik di muka bumiini,”
ucap Farid.

Umumnya seorang hakim
saat memeriksadan
membuat putusan dimeja
kerjanya mendambakan
sebuah ketenangan,
namun bagipriayang
mempunyai hobi touring
motor dan sepeda gunung
inijustru sebaliknya. la
ternyata sangat gemar
mendengarkan musik
saat bekerja. “Musik

yang lembut iniadalah
sebuah ketenangan bagi
saya,denganinisaya bisa
berkonsentrasidalam
memeriksa dan membuat
putusan,”kalimatitu
mengakhiriperbincangan
kami. Terdengar
perlahanan lantunan lagu
Ujung Aspal Pondok Gede,
karya musisilwan Fals dari
laptop diruang kerjanya.[d
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Noercholysh

stilah asas retroaktif
Imerupakanistilah yang

tidak asing bagi mereka
yang mempelajariilmuhukum.
Dalamistilah hukum, retroaktif
atau berlaku surut (bahasa
Latin: ex post facto yang berarti
“darisesuatu yangdilakukan
setelahnya”), adalah suatu hukum
yang mengubah konsekuensi
hukum terhadap tindakanyang
dilakukan atau status hukum
fakta-fakta dan hubunganyang
ada sebelum suatu hukum
diberlakukan atau diundangkan.

Artinya, hukum yangbaru

dibuat dapat diberlakukan untuk
perbuatan pidana yang terjadi
padamasa lalu, sepanjang hukum
tersebut mengatur perbuatan
tersebut. Misalnya pada
pelanggaran HAM berat.

Buku yangbersumber dari
desertasiuntuk gelar doktor Joko
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Sasmitoinimencoba
menyikapi konsekuensi
daridiberlakukannya
asasretroaktif di
Indonesia, terutama pada
pelanggaran HAM berat.

Mekanisme ketentuan
pemberlakuan asas
retroaktif untuk
pelanggaran HAM berat
yang memberlakukan
surut peraturan
perundang-undangan,
sebelum peraturan
perundang tersebut ada
ataudiberlakukan, telah
menimbulkan reaksipro
dan kontra sampai saatini.
Walau asasinidianggap
menyimpangiasas
legalitas, namun tujuan
diberlakukannya untuk
penegakan keadilan.

Joko Sasmitodalam
bukunya menyatakan
bahwa pemberlakuan
hukum pidana secara
retroaktif dalam perkara
pelanggaran HAM berat,
dilihat darisegilatar
belakang pemikiran, tujuan
serta prinsip-prinsip yang
digunakan secara filosofis
dapat diterima.

Namun apabila ditinjau
dariketentuan Pasal 28|
ayat (1) yang diantaranya
menyebutkan bahwa
“hak untuk tidak dituntut
atasdasar hukum

yang berlaku surut
adalah adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat
dikurangidalamkeadaan
apapun”. Pernyataanini

EDISI
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mutlak atau absolut dan
merupakan asas konstitusi
karenadiatur dalam
UUDNRI1945. Dengan
demikian, peraturan
perundang-undangan
yang berada dibawah
UUDNRI1945 tidak
bolehbertentangan
dengan ketentuan Pasal
28lUUD NRI1945 yang
menyatakan melarang
hukum yang berlaku surut.

Pemerintahdan

DPR selaku lembaga
representatif mewakili
masyarakat danbangsa
Indonesia telah sepakat
dan setuju untuk
memberlakukan asas
retroaktif dalam perkara
HAM berat, maka perlu ada
solusiagar pemberlakukan
asasretroaktif tidak terjadi
konflik norma.

Agar asas rekroaktif
tersebut tidak
inkonstitusional, maka
ketentuan Pasal 281 UUD
NRI1945 harus ditambah
aturan pengecualian,
yaitu mengenaihak
untuk dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut
dapat dikecualikan dalam
hal pelanggaran HAM
berat yang merupakan
extraordinary crime.

Sebagaibukuyang
bersumber darihasil
desertasi, secara penulisan
bukuinitelah memenuhi
standar penulisanilmiah
yang baik dan benar.
Penjabaran materi

SEPTEMBER 2018

disampaikandengan
runut, tiap argumentasi
disertaidengan literasi
pendukung, dan
pemaparan analisa
diberikan secarajelas.

Pembacatidak hanya
diberikan teori-teori, tetapi
juga diberikan pula contoh
kasus pelaksanaan asas
retroaktif inidiIndonesia.

Perjalanan untuk
menghidupkan asas
retroaktif dariproses
konsep peraturan
perundangan hingga
berakhir di uji materi
Mahkamah Konstitusi,
diceritakan untuk
memberikan gambaran
bagi pembaca bahwa
asas retroaktif ini masih
menimbulkan prodan
kontra dalam kajian
akademisihukumitu
sendiri.

Bukuinimemberikan porsi
yang berimbang antara
mereka yang prodan
kontra, sehingga pembaca
dapat menangkap poin
dariargumentasipara
pihak. Dipenghujung,
penulis tetap memberikan
pernyataan tegas dimana
iamengambil posisi
dalam pelakasanaanasas
retroaktif ini.

Bukuinisangat
direkomendasikan
bagimerekayang
berkecimpung dibidang
ilmu hukumyangingin
mencarisumber tentang

“Bukuini
memberikan
porsiyang
berimbang
antara mereka
yang prodan
kontra, sehingga
pembaca dapat
menangkap poin
dariargumentasi
para pihak”

asasretroaktif, karena
literasi yang diambil oleh
bukuinisangat kaya
sehingga dapat menjadi
sumber rekomendasi
untuk mencarisumber
informasiyang serupa.

Bagimereka yangawam
ilmu hukum, bukuinijuga
dapat dijadikan bahan
pustakayang bermanfaat
karenagaya penulisan
bukuini walaupunilmiah,
tetapidisajikan dengan
bahasayangtidak terlalu
rumit, alur yang tidak
berat, dan cukup ringkas.
Pembaca tidak akan
kesulitan memahamiisi
bukuini.

Latar belakang penulis
sebagai Hakim Tinggi
Militer juga memberikan
nilai plus bagibukuini,
karenamemberikan
gambaran pandangan
seorang yang berlatar
belakang militer tentang
Peradilan HAM. [
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Ariane Meida

OTT Terulang,
KY Serukan
Peradilan
Indonesia
Bangkit

IIIII

SEPTEMBER é]gl% KowisiYupisul 33



KATAYUSTISIA

sebesar Rp 236,2 miliar
danbarudibayar Rp132,4

Atas perbuatannya,
Hakim MP dan Panitera

akimPNad
hoc Tipikor MP
diduga menerima

miliar. PenggantiH disangkakan
hadiah ataujanji terkait telah melanggar Pasal 12
putusan perkaradiPN TSdivonis 6 tahun huruf catauaatauPasal 1l

Medan. Hakim MP diduga UU Nomor 31Tahun1999

menerima 280 ribu dolar

penjaraditambah denda

Singapura (sekitar Rp 3
miliar) terkait putusan
perkara tindak pidana
korupsiNo. perkara 33/pid.
sus/TPK/2018/PN.Mdn
denganterdakwa TS yang
ditanganiPengadilan
Tipikor pada PN Medan.

Rp 500 juta subsider

6 bulankurungandan
uang penggantiRp132
miliar. Vonisitu lebih
ringan dibanding tuntutan
jaksayangmeminta TS
divonis 10 tahun pidana
penjaradandendaRp
500juta subsider enam
bulankurungandanuang
penggantiRp 132 miliar.
Hakim MP adalah salah

tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah
dengan UUNomor 20
Tahun 2001juncto Pasal
55ayat (1) ke-1KUHP.

Sementara TSdan HS
disangkakanmelanggar
Pasal 6 ayat (1) huruf
a,atauPasal 5ayat (1)
huruf aatau Pasal 13 UU

Komisi Pemberantasan Korupsi

satuanggota majelis Nomor 31 Tahun 1999
(KPK) kembali melakukan hakim yang menyatakan tentang Pemberantasan
: “dissentingopinion”dalam  Tindak Pidana Korupsi
Oope€rasl tangkap tangan (OTT) vonis tersebut. sebagaimana telah diubah
: dengan UUNomor 20
terhadap aparat pengadllan Ada dugaan bila sebelum Tahun 2001.
di PN Medan, Selasa (28/8). vonis dijatuhkan,
.. TSmelaluiorang UrgensiPembinaan
Dalam ope€rasi 1tu, KPK Sempat kepercayaannya, yaitu Integritas

HS telah memberikan
uang sebesar 150 ribu
dolar Singapurakepada
Hakim MP melalui panitera
penggantiberinisial H di
Hotel JW Marriot Medan,
pada 24 Agustus 2018.

meminta keterangan dari 8
orang dan akhirnya menetapkan
hakim ad hoc Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) MP sebagai

Komisi Yudisial (KY)
langsung merespon
denganmendatangi
langsung Pengadilan
NegeriMedan, Rabu
(29/8/2018). Ketua Bidang

salah satu tersangka. Uangtersebut merupakan ~ Pengawasan Hakimdan
sebagian daritotal suap InvestigasiKY Sukma
TS yangmerupakan sebesar 280 ribu dolar Violetta bertemudengan

pemilik PT ErniPutra
Terarimenjaditerdakwa
dalam perkarakorupsi
lahan bebas hak
gunausaha (HGU) PT
Perkebunan Nusantara
(PTPN) Il. Tamin menjual
74 hektare dari126 hektare
tanah negara bekas HGU
PTPN Ilkepada PT Agung
CemaraRealty (ACR)

Singapura. Sementara
uang130ribudolar
Singapuratelah disita oleh
KPK daritangan Panitera
PenggantiH yangdiduga
akan diberikan kepada
Hakim MP. Dalam perkara
ini, KPK jugamenetapkan
TS panitera pengganti

H dana HS sebagai
tersangka.

Ketua Pengadilan Tinggi
Medan Cicut Sutiarso
diKantor Pengadilan
Tinggi Medan. Pertemuan
tersebut diagendakan
untuk memastikanjajaran
pengadilan berada pada
treknya

“Kitamemastikan jajaran
peradilan PN Medan

www.komisiyudisial.go.id
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tetapdijalurnyakarena
kita ketahuiPengadilan
Tinggi Medan sebagai
garda terdepan dalam
pengawasan hakimdi
daerah,” ujar Sukma
menjelaskan.

Lebihlanjut Sukma
mengungkapkan bahwa
rekam jejak aparat
pengadilandidaerah
Medan tidak terlalu baik.
Menurutnya, catatan
tersebutadapadaKY

dan akan disampaikan
kepada MA sebagai upaya
pencegahan sekaligus
pembinaan profesi.
“Kamijuga meminta
pihak pengadilan
memperhatikan serta
menindaklanjuti beberapa
catatan tersebut jika tidak
ingin kejadian serupa
terulang,” paparnya.

lajugamemastikan

upaya monitoring atau
pengawasan terhadap
pelanggaran perilaku
hakim akan terus berlanjut,
sekalipun tanpa perhatian
publik. Langkahyangperlu
dilakukan secarakonsisten
adalahKY,MAdan
seluruhjajaran pengadilan
terus melakukan upaya
pembinaanintegritas
hakim.

“Upayamonitoring
terhadap pelanggaran
perilaku hakim akanterus
berlanjut. Pengawasan
tidak pernah berhenti
sekalipun tanpa perhatian
publik,” pungkasnya.

www.komisiyudisial.go.id

Tetap Berdiri Tegak

KY menyampaikan
keprihatinan atas peristiwa
ini. Halini menjadi
tamparan dunia peradilan
karena terulangnya

OTT terhadap aparat
pengadilan, khususnya
hakim.

“Sekitar tiga tahun lalu, KY
pernah memperingatkan
pentingnya perubahan
mendasar terkait aspek
integritas. Namun, hal

itu belum sepenuhnya
didengar dan berujung
terulangnya OTT di
lingkungan peradilan,” ujar
JuruBicaraKY Farid Wajdi
dalamssiaran pers, Selasa
(28/8).

Farid menegaskan,
pentingnya meningkatkan
aspekintegritas terhadap
hakim dalam manajemen
hakim. Perlu komitmen
yang lebih besar dan
tindakan konkret, lebih
darisekadar output yang
dihasilkan mulaiberupa
dua cetak biru sampai
denganratusaninstrumen
sepertiPERMA/SEMA/
Juknis dan seterusnya.

“Melaluicekintegritas,
maka sejak awal dapat
dihindari bibit-bibit
pelanggaran yang lebih
besar. Jadi, halinibukan
hanya sebagaiupaya
preventif tapijustru
menekanjauh cacat
integritas ke depannya,”
lanjutnya.

KATAYUSTISIA
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"Upaya monitoring
terhadap pelanggaran
perilaku hakim akan terus

berlanjut. Pengawasan
tidak pernah berhenti
sekalipun tanpa
perhatian publik”

Namun, KY meyakini
bahwa tidak layak
peristiwaini
merepresentasikan wajah
peradilan Indonesia yang
semakin buram.KY yakin
masih banyak hakim
berintegritas sehingga
jangan putus asauntuk
terus melakukan perbaikan
demiterwujudnya
peradilan yangbersihdan
Agung.

KY memastikan tetap
bersama dan akanterus
menjadi penyeimbang,
tegas Farid. Selainitu KY
siap menjadi pembela,
sekaligus yang paling
keras menusuk di saat
bersamaan.

“KY kembali konsisten
menyuarakan bahwa
tidaklah layak karena
Nila Setitik Rusak Susu
Sebelanga, begitujuga
analoginya atas peristiwa

tersebut. Tidaklah wajar
cap negatif diberlakukan
pada peradilankita
karenaulah “oknum”
segelintir hakim,” lanjut
mantan Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera
Utaraini.

Diksi “oknum”kaliinilayak
disebutkan, lanjutnya,
karena diyakinidengan
kuat nilai kebaikandan
integritas masih jadiyang
dominan pada peradilan
dilndonesia. Baginya, ini
adalahmomen penting
dalam melakukan
“bersih-bersih” secara total
dimulaidariatas/pimpinan
sampai bawah/pelaksana.

“Ketahuilah yang
melakukannya tidak layak
disebut hakim dan bukan
darigolonganwarga
pengadilan. Sebabyang
jadibagiandaripengadilan

T | Ko
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hanya merekayang
memegang teguh nilai
kebaikan sertaintegritas,”
tegasnya.

Farid mengingatkan
kembali pembinaan
integritas perlu diikuti
dengan memberikan
contoh atau keteladanan
dariparapimpinan
pengadilan sesuai
denganKode Etik dan
Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH). Dalam
rangka pencegahan, KY
telah merangkul unsur
pimpinan pengadilan
untuk bersama-sama
meminimalisir potensi
terjadinya pelanggaran
kode etik. Pimpinan
pengadilan harus menjadi
teladan yangmenampilkan
kemuliaan profesi.
Pimpinan pengadilan
juga perlu meningkatkan
kualitas pengawasan
terhadap bawahannya.

“Korps para hakim
tidak terletak pada

profesi, tetapi pada
nilai. Marisama-sama

EDISI

menjauhikorupsi

untuk mengembalikan
kepercayaan publik demi
terwujudnya peradilan
bersihdanagung,”
pungkas Farid.

Penegakan pelanggaran
kode etik hakim harus
tegas dilakukan. Dalam
proses penegakan
tersebut, sebagai bentuk
tanggungjawab, maka
KY memastikan bahwa
tidak akan adatoleransi
pelanggaran kecualidia
akandiproses. Sanksi
diberikan sesuaidengan
perbuatan sekaligus untuk
menimbulkan efek jera.

Kasus Suap

dan Gratifikasi
Mendominasi Sidang
MKH

Praktik suap danisujual
beli perkara dipengadilan
menunjukkan persoalan
itu tergolong sebagai
masalah yang serius. Hal
itu tentu saja menjadi
catatan kelam bagidunia
peradilan mengingat

E Konmisi YupisiAL L,

hakim seharusnya dapat
menjaga kewibawaan dan
keluhuran martabat. Sejak
sidang Majelis Kehormatan
Hakim (MKH) digelar
olenKY dan MA pertama
kaliditahun 2009, kasus
suap dan gratifikasi
cukup mendominasi
hingga sekarang. Dari 51
sidang MKH yang telah
dilaksanakan,ada 23
laporan karena praktik
suap dan gratifikasi.
Praktik suap danisujual
beli perkarainijugaselalu
menghiasisidang MKH
pada setiap tahunnya.

Terakhir, KY dan MA
menggelar sidang MKH
terhadap hakimPN
Yogyakarta berinisial JWL,
Rabu (12/9) di Gedung
Wirjono Prodjodikoro,
MA, Jakarta. Hakim

JWL direkomendasikan
pemberhentian tetap
dengan hak pensiun
karena diduga menerima
suap.Namun, karena
hakim terlapor JWL tidak
hadir, maka sidang ditunda
sampai 26 September
2018.

“Perlu dipahami, persoalan
suapdilingkungan
peradilan bukan sekadar
persoalanklasik yang
penyelesaiannyahanya
dengan caramenjatuhkan
putusan etik maupun
pidana. Aparat peradilan
memiliki sisi kemanusiaan
yangjuga membutuhkan
pembinaan simultan dan
siraman rohani untuk
menghidupkan nurani
yang kadangkalajauh dari
nilai-nilai etis,” pungkas
Farid.[§

Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi KY

www.komisiyudisial.go.id
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DAERAH
h

Edukasi Publik
Penghubung

Noercholysh

omisi Yudisial
(KY) banyak
melakukan edukasi

dan sosialisasikepada
masyarakat terkait
wewenang dan tugas
yng dimilikinya. Selain
dilakukan oleh KY sendiri,
PenghubungKY (PKY)
daerahjuga turutandil
dalam memperkenalkan
KY ke daerah. Seperti
yang dilakukan oleh PKY
Sumatera Selatan dan
SulawesiUtara dibawah
ini.

Sumatera Selatan

PKY Wilayah Sumatera
Selatan bekerjasama
dengan Mahasiswa
KKN Universitas
Muhammadiyah
Palembangdan

Biro AdvokasiKY RI
melaksanakan Edukasi

www.komisiyudisial.go.id

"Komisi Yudisial (KY) banyak melakukan

edukasidan sosialisasi kepada masyarakat

terkait wewenang dan tugas yng dimilikinya.

Selain dilakukan oleh KY sendiri, Penghubung
KY (PKY) daerah juga turut andil dalam

memperkenalkan KY ke daerah.”

Publik “EdukasiPeradilan
Masyarakat Desa Sentul”
diDesa Sentul, Kabupaten
Ogan Ilir Sumatera
Selatan, Senin (27/8).

Dalam kesempatan
tersebut, Koordinator
Penghubung KY Sumatera
Selatan Zaimah Husin
menyampaikan kepada
warga Desa Sentul

yang hadir diBalai

Desa Sentul beberapa
tugas Penghubung KY
diantaranya: melakukan

Pementauan Persidangan
dan pengawasan terhadap
Kode Etik Perilaku Hakim,
sertamenerima Laporan
Masyarakat terkait adanya
indikasi pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH),
dantugaslainnya.

“Keberadaan Penghubung
KY Sumatera Selatan yang
telah memasukitahunke
empat (4) meskihanya
dengan empat personil
diharapkan masyarakat

SEPTEMBER 2018

dapat dipermudah untuk
melakukan pelaporan
dugaan Pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim termasuk
jugajika masyarakat
ingin menyampaikan
permohonan pemantauan
persidangan. “ujar
Zaimah dihadapanwarga
masyarakat.

Kepala SubBagian
Advokasi Jonsi Apriantara
menyampaikan antara
lain, bahwa hakim sebagai

EDISI
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EdukasiPublik oleh
PKY Sulawesi Utara

Wakil Tuhan dibumi, maka
harus kitajaga harkat,
hartabat dan wibawanya
saat menjalan tugas dan
fungsinya sebagai hakim
dipengadilan. Misalnya
dengan berprilaku baik
diruang sidang dan tidak
bersikap anarkis bila
mendapati putusan hakim
yang tidak sesuaidengan
harapan.

“Bahwajikaada
masyarakat yang berlaku
anarkis baik didalam

. EDISI
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ruang maupundiluar
ruang sidang pengadilan
maka halitu dapat
diproses secarahukum,”
lanjut Jonsi

Kepala Desa Sentul
Aminullah, yang
berkesempatan hadir
dalam kegiatan Edukasi
Publik inimemberikan
respon yang sangat
positif.

“Harapannya kegiatanini
dapat berkelanjutn agar
masyarakat awam bisa
melek hukum,” harap
Aminullah.

SulawesiUtara

PKY Wilayah Sulawesi
Utara (Sulut) gelar edukasi
publik didesa Koha,
Kecamatan Mandolang,
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Kabupaten Minahasa,
Provinsi Sulawesi Utara
pada Senin (17/09).

Kegiatan yang diberi
topik “Wujudkan
Peradilan Bersih,
Beretika dan Profesional
sertaMendorong

Akses Bantuan Hukum
Masyarakat Tidak
Mampu”itu menghadirkan
narasumber Welli
Mataliwutan dan Aryati
Rahman.

Mercy Umboh selaku
koordinator PKY wilayah
Sulut dalam sambutannya
mengatakan KY adalah
lembaga negara yang
diamandatkan oleh

UUD untuk menjagadan
menegakkan kehormatan
dankeluhuran martabat
hakim.

EdukasiPublik oleh
PKY Sulawesi Utara

“Kehadiran PKY salah
satunya dalamrangka
memberikan edukasi
publik kepada masyarakat
terkait tugas dan
wewenang Penghubung
didaerah,” kata Umboh
dalam sambutannya.

Hukum Tua desa Koha
Nelly Rory membuka
kegiataninidan
menyampaikan bahwa
mereka berbangga
dengan kunjungan

KY. Lebih lanjut
dikatakannya, lewat
kegiatan inimasyarakat
dapat memahamitugas
dan wewenangKY.

“Selamainimasyarakat
terkena masalah hukum
bingung tidak tahu jika
mengadukan hakim
diduga melangkar Kode

www.komisiyudisial.go.id



Etik entah kemana.
Dengankegiataninijelas
memberikan harapan
baru bagipencarikeadilan
untuk tegaknya hukum
dankeadilan,” ujar Nelly .

Tokoh pemuda Koha,
Nedine Sulu, mengatakan,
apayangdilakukanKY
adalah langkah tepat.

Dia berharap kegiatan

ini bermanfaat bagi
masyarakat. Sulu
berharap, kegiatan ini
dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat
diKohakhususnyadalam
mendorong Peradilan
bersih di Sulawesi Utara.

“Sudah tepatjikalembaga
negara Komisi Yudisial

EdukasiPublik oleh
PKY Sumatera Selatan

www.komisiyudisial.go.id

RIPenghubung Wilayah
SulawesiUtaramelakukan
sosialisasidengan
bertatap muka langsung
bersamarakyat. Persoalan
Peradilan bersih bukan
semata hanyatugas
Institusi hukum tapijuga
butuh kerja sama kuat
dengan masyarakat,” kata
Nedine.

Welli Mataliwutan
menjelaskan dalam
Peraturan Komisi Yudisial
No1Tahun 2017 pasal

4 hurufddengantegas
menyebutkan PKY
membantu pelaksanaan
tugas KY dalamrangka
mengambil langkah
hukum dan atau
langkah lain terhadap

orang-perseorangan,
kelompok orang atau
badanhukumyang
merendahkan kehormatan
dankeluhuran martabat
hakim.

Karenaitu, masyarakat
pencarikeadilan diajak
agar menghindari
cara-carayang dapat
merendahkan martabat
hakim ketika berperkara di
pengadilan.

“Peran dan parsitipatif
aktif darisemuaelemen
dapat memberikontribusi
positif dalam upaya
Komisi Yudisial wujudkan
peradilan yang bersih,
jujur dan profesional,”
tutur Welly.

2 | Kowsi
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AryatiRahman, salah

satu pimpinan LBH
Manado-YLBHI,
mengungkapkan LBH
Manado terus memperluas
akses bantuan hukum bagi
masyarakat buta hukim
dan miskin.

“Standar miskin ekonomi
bukan menjadi standar
mendapatkan bantuan
hukum akan tetapi
bantuan diberikan

bagi masyarakat yang
benar-benar buta hukum,”
jelas Aryati

Kegiataniniturut

dihadiri puluhan tokoh
masyarakat, tokoh agama,
tokoh pemuda serta
perangkat desa. .
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Eksistens1 Hakim

Agung Nonkarier

Ikhsan Azhar

alahsatuisuyang
menarik perhatian
publik terkait seleksi

calonhakimagung (CHA)
adalah soal eksistensi
hakimagungdarijalur
nonkarier.

Berawal darijudicial
review Undang-Undang
(UU) Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua
UUNomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung
dengan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD1945)

ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Judicial review ini
dilakukan oleh dua hakim
karier, yaitu Binsar M.
Gultom dan Lilik Mulyadi.

Dalam petitumnya, para
pemohon meminta MK
menyatakan Pasal 6B
ayat (2) UUNomor 3
Tahun 2009 bertentangan
denganUUD 1945
dantidak mempunyai
kekuatan mengikat
sepanjang frasa “selain

. EDISI
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calon Hakim Agung

yang berasal darikarier,
jugadiperbolehkan dari
non karier mendaftar
sebagaicalon Hakim
Agung”sepanjang

tidak dimaknai “Apabila
dibutuhkan, Hakim Agung
dapat diangkat tidak
berdasarkan sistem karier
dengan syarat memiliki
keahlian khusus dibidang
hukum”.

Sekilas, permohonan
pengujian UU iniseakan
sama dengan pengujian
UU padaumumnya.
Namun, jika didalami

lagi sesungguhnya
pengujian Pasal 6B

ayat (2) UUNomor 3
Tahun 2009 inibisa
memberikanancaman
yang begitu besar. Yaitu,
tereliminasinya eksistensi
hakimagung nonkarier
jika dikabulkan oleh

MK, dinyatakan tidak
berlaku dan bertentangan
dengan UUD 1945.
Petitum pemohon seakan
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menyiratkan bahwa jalur
nonkarier dapat dibuka
apabila dibutuhkan. Jadi
jika tidak dibutuhkan,
maka seharusnya

tidak perlu dibuka
lowongannya.

Padahal, sepertidiketahui
keberadaan hakimagung
darijalur nonkarier

dapat memberikan
warnabarudalamdunia
peradilan. Khususnya
penyeimbangan hakim
karier dan terkait
kedalaman putusan.

Pengaturan Hakim
Agung Nonkarier

UU yang pertamakali
menyiratkan peluang
dibukanyajalur nonkarier
untuk jabatan hakim
agungadalahUU
Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah
Agung. Dikatakan
tersirat karenadalam
pengaturan Pasal 7 ayat
(2) UUNomor 14 Tahun

1985 tidak disebutkan
secaralangsung

dengan penyebutan
hakim agungdarijalur
nonkarier, melainkan “...
Hakim Agung yang tidak
didasarkan atas sistem
karier...".

Namun sayangnya,
dalam pasal tersebut
eksistensihakimagung
darijalur nonkarier belum
bersifat pasti, tetapi
hanya bersifat fakultatif
(bersifat pilihan, red). Hal
ini dapat dilihat daribunyi
frasaPasal 7 ayat (2) UU
Nomor 14 Tahun 1985
yang berbunyi, “Dalam
hal-hal tertentu dapat
dibuka kemungkinan
untuk mengangkat
Hakim Agung yang
tidak didasarkan

atas sistem karier
dengan syarat bahwa
yang bersangkutan
berpengalaman
sekurang-kurangnya

15 (lima belas) tahun di
bidang hukum”.

www.komisiyudisial.go.id



Meski begitu, yang patut
dibanggakan adalah pada
1985 sudah dipikirkan
bahwa peradilan
Indonesia, khususnya MA
sebagai tempat hakim
agung bertugas suatu
saat membutuhkan
orang-orang yang
mempunyaipengalaman
paling singkat 15 tahun
dibidang hukum untuk
menjadi hakim agung.
Jadi, jabatan hakim
agung tidak dianggap
lagi sebagaijabatan yang
mutlak harus diisioleh
hakim-hakim karier.

Pada 2004 terjadi
perubahanatas UU
Nomor 14 Tahun 1985
menjadi Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan UU
Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah
Agung.

Salah satu pasal yang
diubah adalah Pasal 7
ayat (2), yangsemula
berbunyi“Dalam

hal-hal tertentu dapat
dibuka kemungkinan
untuk mengangkat
Hakim Agung yang

tidak didasarkan

atas sistem karier
dengan syarat bahwa
yang bersangkutan
berpengalaman
sekurang-kurangnya

15 (lima belas) tahun di
bidang hukum’, kemudian
diubah menjadi “Apabila
dibutuhkan, hakim agung
dapat diangkat tidak

www.komisiyudisial.go.id

berdasarkan sistem
karier dengan syarat
salah satunya adalah
berpengalaman dalam
profesihukum dan/
atau akademisi hukum
sekurang-kurangnya 25
(dua puluh lima) tahun”.

Apabila diperhatikan,
eksistensihakimagung
darijalur nonkarier
berdasarkan Pasal 7
ayat (2) diUU tersebut
sebenarnya tidak
mengalamiperubahan,
tetap bersifat pilihan.
Yang berubah hanyalah
bunyifrasanya.

Jika sebelumnya
disebutkan “Dalam
hal-hal tertentu dapat
dibuka kemungkinan
untuk mengangkat
Hakim Agung yang tidak
didasarkan atas sistem
karier...”, kemudian dalam
UUNomor 5 Tahun

2004 menjadi “Apabila
dibutuhkan, hakim agung
dapat diangkat tidak
berdasarkan sistem
karier...”.Kalaupun
adayangberubah,

hanya berkaitan

dengan syaratnya,
dariberpengalaman
sekurang-kurangnya

15 tahundibidang
hukum, menjadi 25
tahun, dansecara
spesifik menyebutkan
profesihukum dan/

atau akademisi hukum.
Jaditidak hanya
berpengalaman dibidang
hukum.

Pada 2009, melalui UU
Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua
atas UUNomor 14 Tahun
1985 bisa dibilang bahwa
hakim agungdarijalur
nonkarier memperoleh
kedudukan yangjelas.

Maksudnya jelas adalah
tidak lagi hanya bersifat
fakultatif, tapi bersifat
pastidanimperatif, yaitu
mengharuskan hakim
agung berasal darijalur
hakim karier danjalur
nonkarier. Halitu diatur
dalam Pasal 6B ayat (2)
UU Nomor 3 Tahun 2009,
yang bebunyi: (1) Calon
hakim agung berasal
darihakim karier; (2)
Selain calon hakim agung
sebagaimana dimaksud
padaayat (1), calon
hakim juga berasal dari
nonkarier.

Interpretasi Putusan
MK

Eksistensihakim agung
nonkarier yang diatur
dalam Pasal 6B ayat

(2) UUNomor 3 Tahun
2009 menjadi “terancam”
apabila MK memutuskan
menerimadan
menyatakan Pasal 6B ayat
(2) bertentangan dengan
UUD 1945 dandinyatakan
tidak berlaku sesuai
diminta oleh pemohon.

Pada 19 Juli 2017, MK
membacakan putusan
Nomor 53/PUU-XIV/2016
yang menyatakan:

1.
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Mengabulkan
permohonan para
Pemohon untuk
sebagian;

Menyatakan Pasal

7 hurufbbutir 3
Undang-undang
Nomor 3 Tahun

2009 tentang
Perubahan Kedua
atas Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah
Agung (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4958)
bertentangan dengan
Undang-undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak
mempunyaikekuatan
hukum mengikat
secarabersyarat,
sepanjang tidak
dimaknaiberijazah
doktor dan magister di
bidang hukum dengan
keahlian dibidang
hukum tertentu
dengandasar sarjana
hukum atau sarjana
lain yang mempunyai
keahlian atau sarjana
lain yang mempunyai
keahlian dibidang
hukum;

Menyatakan Pasal
7hurufaangka 6
Undang-undang
Nomor 3 Tahun
2009 tentang
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Perubahan Kedua
atas Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah
Agung (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4958)
bertentangan dengan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun1945dan

tidak mempunyai
kekuatan hukum
mengikat secara
bersyarat sepanjang
tidak dimaknai,
“berpengalaman
paling sedikit 20 (dua
puluh) tahun menjadi

hakim, termasuk
pernah menjadihakim

tinggi”...

Dariisiamar tersebut
terlihatjelas jika Pasal
6Bayat (2) UUNomor 3
Tahun 2009 tidak menjadi
objek yang diputusoleh
MK.Kalaupunyangada
kaitannya dengan hakim
agungdarijalur nonkarier,
hanya padaPasal 7 huruf
b butir (3) UUNomor 3
Tahun 2009.

Ketentuan tersebut
menyatakan... “dan
berijazah Doktor Ilmu
Hukum tidak memiliki
kekuatan hukum
mengingat sepanjang
tidak dimaknai memiliki
keahlian khusus dibidang

(&
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hukum tertentu seperti:
ahlimoney laundering,
perbankan, perpanjakan,
hukum bisnis, hukum
lingkungan, dan atau Hak
AsasiManusia (HAM),

dan lain-lain (vide 30-31).
Apabiladiperhatikan lebih
jauh, bisa dikatakan hanya
terkait dengan syarat calon
hakimagungdarijalur
nonkarier, bukan soal calon
hakim agungnonkarier
tidak harus menjadi
bagian calon hakimagung
bersama-samadengan
calondarijalur karier.

Penjelasandiatas
memberimakna bahwa
MK dalam putusannya
tidak mempermasalahkan
persoalan layak tidaknya
jalur nonkarier menjadi

calon hakimagung.
Terbuktidengan tidak
dimasukkannya Pasal
6Bayat (2) UUNomor 3
Tahun 2009 dalam materi
amar putusan, meskihal
itu merupakan salah satu
petitum pemohon.

MK hanyamemperielas
syarat hakimagungdari
jalur nonkarier, yang
tadinya hanyaberupa
norma... “dan berijazah
Doktor Ilmu Hukum,
menjadi dimaknai memiliki
keahlian khusus dibidang
hukum tertentu seperti:
ahlimoney laundering,
perbankan, perpajakan,
hukum bisnis, hukum
lingkungan, dan atau Hak
AsasiManusia (HAM),dan
lain-lain”.

Seleksikualitas
calon hakimagung

www.komisiyudisial.go.id






paya
pemberantasan
korupsidi

Indonesia sudah dilakukan
sejak lama, karena
perbuatan-perbuatan
yang sifatnya merugikan
keuangandan
perekonomian negara,
makin merajalela.

Perbuatan-perbuatan
yang merugikan keuangan
negara dan perekonomian
negara yang kemudian
diberikualifikasi sebagai
korupsisebagian sudah
diatur dalam KUHP tetapi
tidak memberi kualifikasi,
sebagaitindak pidana
korupsiyaitu pasal 209,
210,387,388, 415,416,417,

418,419,420,423dan 435.

Ternyatabahwadengan
menerapkan KUHP tidak
dapat memberantas
korupsi malah makin
menjadi-jadi.

Korupsitelah dirasakan
sebagai penghambat
Indonesia menjadi negara
yang adildan makmur,
sepertiyangdinyatakan
dalam Pembukaan UUD
1945 alinea 2, “Dan
perjuangan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah
kedepan pintu gerebang
kemerdekaannegara
Indonesia, yang merdeka
berdaulat adildan
makmur.

Istilah korupsi tidak

dikenal dalam KUHP, tetapi

dikalangan masyarakat
katakorupsi sudah

EDISI
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banyak dipergunakan,
sampai-sampaiBung
Hatta/Wakil Presiden
padawaktuitu pernah
menyatakan korupsi
telah menjadibudayadi
Indonesia.

Upaya pemberantasan
korupsidanistilah korupsi
mulaidipergunakan dalam
perundang-undangan
adalah:

a. Peraturan Penguasa
Perang Militer No.
PRT/PM/06/1957
tentang Pemberantasan
Korupsi;

b. Peraturan Penguasa
Perang Pusat No. PRT/
PERPU/013/1958
tentang Pengusutan
Penuntutan dan
Pemeriksaan dan
Pemilikan Harta Benda;

c. PeraturanPemerintah
Pengganti
Undang-Undang
(PERPU) No. 24 Tahun
1960 yang dijadikan
UU No. 1 Tahun 1961
Tentang Pengusutan,
Penuntutan dan
Pemeriksaan Tindak
PidanaKorupsi;

d. UU No. 3 Tahun
1971 tentang,
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

e. UUNo.31Tahun1999
sebagaimana telah
diubah dengan UU No.
20 Tahun 2007,
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Perlu pula ditambahkan
sebagaiupaya
pemberantasan korupsi,
melaluiupaya yuridis
formal, yang merupakan
upaya spektakuler

ialah UUNo.30 Tahun
2003 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsiyang
sering disingkat KPK

Darikonsiderans UU
pembentukan KPK
initerlihat bahwa
pemberantasan tindak
pidanakorupsi yang
terajdi sampai sekarang
belum dapat dilaksanakan
secaraoptimal,danjuga
lembaga pemerintahan
yang menanganiperkara
tindak pidana korupsi
belum berfungsisecara
efektif dan efisien dalam
memberantas tindak
pidana korupsi.

SesuaiUU disebut
terakhirlah yangmemberi
kualifikasitindak pidana
korupsisebagaiextra
ordinary crime.

Pada akhir-akhirinijuga
terjadi polemik tentang
Peraturan Komisi Pemilu
No.20 Tahun 2018
Tentang pencalonan
Anggota DPR,DPRD
Provinsidan Anggota
DPRD Kabupaten Kota
yang dalam pasal 4 ayat
3 PKPU mensyaratkan
agar partai politik tidak
mencalonkan mantan
napinarkoba, kejahatan
seksual terhadap anak

dan korupsi. Jelas bahwa
PKPU bertujuanuntuk
membasmidan mencegah
korupsi.

Kembali pada pokok
pembahasan kita yaitu
assetrecovery sebagai
upaya pemberantasan
korupsidilndonesiayng
makin parah. Korupsi
semulahanya pada
eksekutif, sekarang
merambat ke yudikatif dan
legislatif.

Pada yudikatif terlihat
banyak sekali terjadi
yudicial corruption
sehingga lahirlah Komisi
Yudisial dengan dasar
KonstitusiPasal 24 UUD
1945 padaamandemen
ke 3 yang merupakan
lembaga baru sebagai
lembaga pengawasan
ekternal.

Disamping Mahkamah
Agung sebagailembaga
pengawasaninternal, pada
legislatif yang menjadi
contoh yangnyataadalah
OTT olen KPK terhadap
sejumlah anggota DPR,
DPRD, contohyang
mencolok adalah korupsi
EKTP denganKetua

DPR sebagai pelaku
yang menyeret sejumlah
anggota DPR lainnya.

Upaya-upaya
pemberantasan Korupsi
yang gencar dilakukan
oleh aparat penegak
hukum terutama KPK,
apakah sudah mengurangi

www.komisiyudisial.go.id



“Apakah upaya pemberantasan korupsi

telah berhasil dengan baik?

jawabannya

ya, akan tetapi perlu ditingkatkan

lagi untuk mendapatkan hasilyang

memuaskan”

www.komisiyudisial.go.id

korupsiyangterjadi?
Upaya pemberantasan
korupsitelah berjalan
dengan baik, namun tetapi
korupsiterus bertambah.

Kita patut pula berterima
kasih pada sejumlah
LSM/non goverment
organization yangjuga
turut berupayamelalui
caranyamembasmi
korupsi,

Apakah upaya
pemberantasan korupsi
telah berhasil dengan
baik? jawabannya ya, akan
tetapi perlu ditingkatkan
lagi untuk mendapatkan
hasil yang memuaskan.

Transparansilnternational
and politically and
economic risk consultancy
(PERC), hasil surfey
setelah KPK berdiri
menempatkanIndonesia
sebagainegara terkorup

di Asia Pasific pada tahun
2009 dan 2010, salah
satujalan yangmasih bisa
ditempuh adalah asset
recovery sepertiyang

diatur dalaminstrumen
hukum internasional,
United Nation Convention
Against Corruption
(Uncac) 2003.

Tentangassetrecovery
tersebut, diatur dalam
Chapter Vart51s/d art 60,
art 51General Provision
“thereturn of assets
pursuant to this chapter is
afundamental principle
of this convention and
scater parties shall afford
one another the widest
measure of cooperation
and assistancein this
regard.

Jelasbahwa gsset
recovery inimenurut
konvensiadalah asas
yang mendasar, Art-art
selanjutnya mengatur
kerja samaantaranegara
dalamrangkarecovery

of properties dan melalui
hukum nasionalnya
melaluikerja samadalam
penyitaan property yang
brkaitan dengan kejahatan
yangdilakukan, sesuaiart
3 yang mengatur tentang
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pembekuan, perampasan
dan penyitaan.

Selainituart 53 UNCAC
juga mengatur tentang
kemungkinan gugatan
perdata dipengadilan-
pengadilan atas properti
yang melakukan tindak
pidana korupsi.

Definisiasset recovery ini
tidak adadalam UNCAC
sehingga dengan demikian
diserahkan kepada
legislasinasional untuk
mengaturnya tetapijuga
kepada praktek perailan.

Bagaimana
pengaturantentang
pengembalian menurut
perundangan nasional
dilndonesia. Diatas telah
diterangkan tentang
perundang-undangan
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi.Dalam
perundang-undangan
tersebutada
ketentuan-ketentuanasset
recovery namunkarena
yang sekarang masih perlu
disesuaikaninstrumen
hukum internasional yaitu
UNCAC.

UUNomor 31Tahun 1999
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
yang telah diubah

dengan UUNo. 20

Tahun 2001, dan semua
perundang-undangan
hanya telah diatur tentang
merampas aset, benar
telah diatur, dan kemudian
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dalam UUNo. 31/1999
joNo. 20 Tahun 2001
ketentuan tersebut diatur
secaralebih lengkap
mengenai penyitaan
dan perampasan hasil
korupsi.Halinidengan
diterapkannya beban
pembuktian terbalik
yang terbatas yaitu yang
diatur dalam pasal 37
ayat (1) terdakwa berhak
mmbuktikan bahwa
dirinya tidak melakukan
tindak pidana korupsi.

Beban pembuktian
menurut KUHAP, ada
pada JPU. Sistem beban
pembuktian terbalikini
ternyata hanya sebatas
pada tindak pidana suap,
gratifikasidengan nilai
Rp.10.000.000,- atau
lebih. Kalau nilainya tidak
melebihiRp.10.000.000,
- maka beban pembuktian
tetap pada JPU.

Beban pembuktian
terbalik atau omkering
van bewijslast ini tidak
terlalu mempunyai makna,
karenadalam setiap tindak
pidanadimana beban
pembuktian ada pada JPU,
tetap saja terdakwa berhak
dalam pembelaannya
membuktikan bahwa dia
tidak bermasalah.

ArtiKorupsi

Diatas telah diterangkan
bahwa sejumlah pasal
dalam KUHP telah
mengatur tentang
tindak pidana, yang

EDISI
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kemudian dikualifikasi
sebagai korupsidalam
perundang-undangan
diluar KUHP.

Korupsiberasal darikata
latin yaitu mayat, jasad,
bangkai (lihat kamus
latinIndonesia yang
disusunoleh DesIc Preut
c.mDsn J. Adisubrata,
WJS Poerwadarwinta),
artinya busuk, rusak.
Kata korupsiiniyang
dipergunakan dalam
perundang-undangan
Indonesia, menyangkut
tindak pidana korupsi.

Pembentukan
lembaga-lembagayang
tugas dan fungsinya
adalah pemberantasan
korupsi, sesuai
pernudang-undangan
pemberantasan korupsi
juga telah dibentuk
lembaga-lembaga yang
bertugas dalam upaya
pemberantasan korupsi.
Padamasa ORLA dan
ORBA Panitia Retooling
Aparatur Negara (PARAN)
yang dibentuk oleh
Perdana MenteriDjuanda
—namun gagal dalam
upaya pemberantasan
korupsi.

Dengan Keputusan
Presiden No. 275 Tahun
1963 dibentuklah badan
yang disebut Operasi
Budhi, operasiBudhiini

juga gagal.

Komando Tertinggi
Retooling Aparat
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Revolusi (KOTRAR)
yang menggantikan
jugalembagaini, gagal
memberantas korupsi.

Dengan KEPPRES
No.228 Tahun 1967
TimPemberantasan
Korupsi (TPK)

yang bertugas
memberantas
korupsi, preventif
danrepresif,juga
tidak berhasil dalam
upaya pemberantasan
korupsi.

Dengan Keppres No.
12 Tahun 1970 tanggal
31Januari1970, komisi
empat.

Keppres No. 9 Tahun
1977 Operasi Tertib
(OPSTIP),dengan
tugas utamanya
adalah pemberantasan
Pungutan Liar (Pungli)
dan pungutanlain
yang resmi teetapi
tidak sah.

PadaEraReformasi,
denganUUNo. 28

Tahun 1999 Komisi
Pengawas Kekayaan
Pejabat Negara
(KPKPN).

Dengan PP No.

19 Tahun 2000

Tim Gabungan
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
(TG TPTK). Timini
dibubarkandengan
putusan Mahkamah
Agung melalui
judicialreview karena
bertentangan dengan

UUNo.31Tahun1999
tentang Tindak Pidana
Pemberantasan
Korupsi.

Dengan UU No.

30 Tahun 2002
dibentuklah Komisi
Pemberantasan
Korupsi.

DenganUUNo. 46
Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tipikor,
Pengadilan Tipikor
smuladiatur dalam
pasak 53 UUKPK,

www.komisiyudisial.go.id



d
AJ. Day
Tenaga Ahli KY

namun melaluijudicial
review Mahkamah
Konstitusiyang
memutuskan bahwa
Pengadilan Tipikor,
betentangandengan
pasal 24 UUD 1945
yang menentukan
kekuasaan kehakiman
dilakukanolehMA dan
keberadaan peradilan
dibawahnyadalam
lingkungan peradilan
umum, lingkungan
peradilan Agama,
lingkungan peradilan
Militer dan lingkungan
perailan TataUsaha
Negara sehingga
DPRlah membentuk
UUNo. 46 tentang
Pengadilan Tipikor,
yangberada

pada lingkungan
peradilan Umum.
Jadiupaya-upaya
pemberantasan
korupsitelah dimulai
sejak masaOrde
Lama, Orde Barudan
Reformasi.

Apakahdengan
demikian korupsiatau
tindak pidanakorupsi
sudah dieliminasi

darilndonesia?
Pembentukan KPK
yang merupakan
lembaga baru
dalamdalamupaya
pemberantasan
tindak pidana korupsi
memang merupakan
tupoksi. KPK telah
menunjukan kerja
nyata. Berapa banyak
perkara tindak
pidana korupsiyang
telah dijatuhkan

ke pengadilandan
dijatuhipidana sejak
KPKjilid I, KPKjilid I
dan sekarang KPKjilid
[l

Kitajugadengan
kasat mata dapat
melihat upaya-upaya
yang sering disebut
coruption fight back,
upaya pelemahan KPK
yang terlihat dengan
jelasolehrakyatdan
pihak-pihak pemerhati
upaya pemberantasan
korupsi.

Kitajuga melihat
bagaimana peraturan
KPU agar Parpol tidak
mencalonkan caleg

“Tentu KPK telah melakukan upaya-upaya

represif yang cukup spektakuler,

oleh

karenanya upaya-upaya prefentif,

sesuaitupoksinyatentu ada, tapi kurang

terekspos”

www.komisiyudisial.go.id
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yang mantan napi
korupsi, narkotika

dan kejahatan seksual
terhadap anak tetapidi
tentang.

Jelas bahwa tujuandari
peraturan KPUNo. 20
Tahun 2018 tersebut
adalahagar lembaga
legislatif kita bersih
karenaternyatabahwa
anggota DPR yang terlibat
tindak pidana korupsi
cukup banyak, seperti
yangdirilis Transparancy
International Indonesia
(TIl) pada bulan Maret
2017.Hasil Survey Global
Coruption Barometer,
DPR merupakan
lembaga terkorupsidi
Indonesia. Upaya-upaya
pemberantasan korupsi
oleh KPK'maupun

aparat penegak hukum
lainnya yakniKejaksaan
danKepolisian terus
ditingkatkan, namun tetap
korupsiterus berlangsung
sepertitak terbendung
dengan upaya-upaya
yang ada baik melalui
perundang-undangan,
maupun pembentukan
lembaga-lembaga
yangdibentuk untuk
memberantas korupsi.

Tentu KPK telah
melakukan upaya-upaya
represif yang cukup
spektakuler, oleh
karenanya upaya-upaya
prefentif, sesuai
tupoksinya tentu ada,

tapi kurang terekspos.
Namun perlu ada tindakan
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lain yaitu asset recovery
atau semua aset-aset
korupsikepada negara
yang menjadikan kerugian
akibat tindak pidana
korupsiyangdilakukan
pembalikan.

Asset Recovery Dalam
Perundang-Undangan
Nasional

Diatas telah diuraikan
bahwa sejak Orde

Lama telah dibuat
sejumlah peraturan
perundang-undangan
Tindak Pidana Korupsi,
pengembalian asset ada
pada semua peraturan
perundang-undangan
tersebut, undang-undang
yang terakhir adalah
Undang-Undang No.31
Tahun 1999 yangtelah
diubah dengan UU No.
20/2001. Ada sejumlah
pasal yang mengatur
tentang pengembalian
kerugian negara yaitu baik
melaluiinstrumen pidana
maupun perdata.

Instrumen Hukum
Pidana

Melaluiproses
persidangan Tipikor
yaitu dengan putusan
pengadilan Pasal18 ayat 1
huruf (a) UUNo. 31/1999
yang telah dirubah
dengan UUNo.20/2001
menyatakan bahwa:

a. Perampasanbenda
bergerak yang
berwujud atau tidak

EDISI
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berwujud, ataubarang
tidak bergerak yang
digunakan untuk atau
yangdiperolehdari
tindak pidana korupsi
termasuk perusahaan
milik terpidana
dimana tindak pidana
dilakukan, begitu pula
daribarang-barang
yang menggantikan
barang-barang
tersebut.

b. Pembayaran
uang pengganti
yangjumlahnya
sebanyak-banyaknya
samadengan harta
benda yangdiperoleh
daritindak pidana
korupsi.

Ketentuan pasal 18 ayat
(2) menyatakan apabila
terpidana dalam waktu
1(satu) bulanselang
putusan pngadilan telah
memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita
olehjaksadandilakukan
untuk mencukupiuang
penggantitersebut.
Karena perampasan
aset yangdisita tersebut
melalui putusan
pengadilan, maka
aset-aset tersenut harus
melalui penyitaan pada
tahap penyidikan. Dengan
demikian aset yang disita
tersebut disebut barang
bukti.

Disinitergantung pada
kelihaian penyidik dalam
melacak aset-aset hasil
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korupsiuntuk dapat
melakukan penyitaan, dan
tentunya keberhasilan,
pelacakan oleh penyidik
aset-aset hasil korupsi
dapat dikembalikan
kepadanegara.Kita
melihat banyak hasil
pelacakan tidak

berhasil baik sehingga
koruptor-koruptor tetap
memiliki /menguasai
hasil korupsisetelah
dipidana dan selesai
menjalani putusan, lihat
saja menyangkut pegawai
pajak yang telah dijatuhi
pidana, yang tetap hidup
dalam kemewahan.

Istrumen Hukum
Perdata

Aset Recovery melalui
mekanisme hukum
perdata sesuaipasal 32
pasal 33 dan pasal 24 UU
No. 31Tahun1999.

a. Tahap Penyidikan
Apabila padatahap
penyidikan, penyidik
menemukan bahwa
satu atau lebih unsur
tindak pidana korupsi
tidak terdapat cukup
buktisehingga dengan
demikiankalau
perkara diteruskan
ke persidangan,
terdakwa akan diputus
bebas, maka dalam
hal secaranyatatelah
adakerugian negara,
maka hasil penyidikan
penyidik kepada Jaksa
Pengacara Negara
atau kepadainstansi

yang dirugikan untuk
melakukan gugat
perdata.

Dalam hal sampai
disidangkan perkara
tersebut dandiputus
bebas maka tetap
dapat menuntut ganti
kerugian terhadap
kerugian negara.

Apabila padatahap
penyidikan tersangka
meninggal dunia
dansecaranyataada
kerugin keuangan
negara, maka penyidik
menyerahkan kepada
JaksaPengacara
Negara atau kepada
instansiyang
dirugikanataukepada
instansiyang
dirugikanoleh
perbuatan pelaku.

b. TahapPenuntutan
- Terdakwa

meninggal dunia
sedangsecara
nyata adakerugian
keuangan
negara, Penuntut
Umum segera
menyerahkan
salinan berkas
perkara kepada
jaksa Pengacara
negara/instansi
yangdirugikan
untuk melakukan
gugat perdata.

Halinidasarnya
wewenang JPU untk
menuntut gugur sesuai
pasak 77 KUHP.
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Terdakwa meninggal pada saat sebelum putusan
dijatuhkan dan terdapat buktiyang cukup, Terdakwa
yang melakukan tindak pidana korupsi. Hakim atas
tuntutan JPU menerapkan perampasan barang-barang
yang telah disita, dan penetapan ini tidak dapat
dimohonkan banding.

Ternyata mekanisme asset recovery baik melalui
instrumen hukum pidana dengan memasukan pelaku
kepenjara (Follow The Suspect) jadi sifatnyain personan,
maupun instrumen hukum perdata sama sekali tidak
membawa hasil yang nenuaskan. Kejaksaan agung

telah dngan dasar perundang-undangan yang ada,
misalnya dari manfaat Aset Recovery, inisehingga

telah membentuk Pusat Pemulihan
Aset (PPA) ini akan efektif apabila
perundang-undangan tentang
Tindak Pidana Korupsi
dilakukan perubahan,
masih ada upaya lain yaitu
Non Conviction Based
Forfeiture (NCB)

Upaya Asset
Recovery

NCBinidiatur dalam
UNCAC tersebut diatas
dalam BABV,UNCAC
tersebut telah diratifikasi
dengan UUNo 7 Tahun 2006,
denganreservation padal 66 ayat
(2).

Intidari NCB itu adalah apa yang dikenal dengan istilah
inrem yaitu suatu yang berpedoman selamainiyang
dikenal dilndonesia yaitu inpersonan yaitu penyitaan/
perampasan suatu benda yang dikaitkan perbuatan
pidanayangdilakukan oleh seseorang. Sedang pada NCB
maka perampasan suatu benda sebagaiapa yang dikenal
disistem Common Law sebagai civil asset, forfeiture/
perampasan perdata.

Tentu halinibertentangan denganasas universal yaitu
presumption of inosence, namun ternyata European
For The Protection Of Human Rights and Fundamental
Freedoms, telah menyatakan perampasan asset NCB
tidak bertentangan dengan HAM selama masih dapat

www.komisiyudisial.go.id

"Asset-assetyang
berkaitan dengan
tindak pidana korupsi
yang dikuasai oleh pihak
lain, yaitu pihak ketiga
yang tidak dijadikan
tersangka/terdakwa”

SUDUT

HUKUM

diajukan upaya hukum padahal Art 6 (2) juga mengatur
tentang presumption of innosence.

Jelas bahwa perampasan asset dengan konsep NCBini
dalam UNCAC pada waktu UU PTPK No. 31 Tahun 1999
joUUNo.20 Tahun 2001 (UNCAC) yang baru dibentuk
pada tahun 2003 belum ada. Karena sudah diratifikasi
olehIndonesiadengan UU No. 7 Tahun 2006, maka
seharusnyakonsep in personan sudah disesuaikan
dengan ketentuan (UNCAC) yang konsep inrem NCB
dengan carapembaharuan undang-undang yang sedang
berlaku untuk lebih mengefektifkan pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sesuai dengan asas
yang berlaku pacta sunt servanda dan asas free

consent, sebenarnya peradilan tindak
pidanainabsentiayangberlaku
bagitindak pidana korupsidan
tindak pidana pencucian uang
(money laundering) sudah
sejalan dengankonsep NCB,

yang menyimpangdari

ketentuan lain.

Asset-asset yang

berkaitan dengan tindak

pidanakorupsiyang

dikuasaioleh pihak lain,
yaitu pihak ketiga yang

tidak dijadikan tersangka/
terdakwa.

Ditentukan pelaku telah dibebaskan
daridakwaannamun dengan NCB
dengan menggunakan standar pembuktian
yang lebih mudah daripada pembuktian kesalahan
seseorang yang dikenal dengan dynamic burden of proof.

Kesimpulan

Aseet Recovery untuk membasmikorupsidilndonesia
sesuaiketentuan UNCAC, yaitu dengan sistem NCB.

Saran

Karena UNCAC sudah diratifikasi makaundang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi segera
diperbaharui sesuai dengan ketentuan UNCAC asas
pacta sunt servanda harus diperlakukan. 8
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SELINTAS

KY dan Mitra

Tandatangani Komitmen
Bersama Wujudkan
Peradilan Jujur dan Adil

tersebut dilakukan

cenderung selalu dituntut untuk membangun K

: dalam pantau
kecerdasan intelektual, emosional, moral, dan (Ssng‘flet)a;ggi“ha” umum
. emitu .
spiritual. Jika kecerdasan itu terbangun dan :
: “Agar tidak terjadi

terpelihara dengan baik, harapannya akan " pelanggaran Kode Etik dan

memberikan manfaat kepada diri sendiri,dan  : PedomanPerilakuHakim

- terkait penyelesaian
jugabagi masyarakatluas. © sengketa Pemilu 2019,
- makaKY menggandeng
- mitradarikalangan KPU,
- Bawaslu, perguruan
- tinggi, NGO dan media

OO YLACHSIAL
FEEPUTIL N (DO RAA

OMITMEN BERSAMA KOMIS! YUDISIAL DENGAN MITRA _ [EEAwvsiaibitin

RANGKA MEWUJUDKAN PEMDILAH LU DR persidangan sehingga
[ _ B terwujudnya peradilan
= T Eollares 2 o [
1!§|S1 -“lm mn u “nf & ujar KetuaKY Jaja Ahmad
- Jayus, Senin (27/8) di
€ " © AuditoriumKY, Jakarta.

- Penandatanganan
- dilakukan oleh Ketua
- KY Jaja Ahmad Jayus,
- KetuaBadan Pengawas
Pembacaan komitmen bersama Pemilihan Umum

antara KYden‘gan Mitradalgm (Bawaslu) Abhan,

rangka mewujudkan peradilan yang .

jujur dan adil. . Anggota Komisi Pemilihan
Umum Pramono
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Ubaid, Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Trisakti Komang Suka
Arsana, Deputy Director
Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi
Khoirunnisa Nur
AgustyatidanKetua
Forum Jurnalis Komisi
Yudisial Joko Susilo.

Sebelum ditandatangani,
Jajaterlebih dahulu
membacakan komitmen
tersebut. Diantaranya,
mencegah gangguan
terhadap hakim-hakim
yang menangani perkara,
termasuk perkara
Pemilu 2019, baik saat
sidang maupundiluar
persidangan.

“KY bersama mitrajuga
berkomitmen untuk
mencegah pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH)
didalam persidangan
termasuk perkara Pemilu

www.komisiyudisial.go.id

ditahun 2019, serta
mengajak warga negara
Indonesia untuk ikut serta
memantau persidangan
termasuk persidangan
Pemilu Tahun 2019,” papar
Jaja.

Sebagaisarana publikasi
dan sosialisasi, KY dihari
yang sama melakukan
peluncuran film berjudul
Pengabdian, dan buku
Bunga Rampai berjudul
Meluruskan Arah
Manajemen Kekuasaan
Kehakiman, serta
Panduan Pemantauan
Persidanganini sebagai
bentuk komunikasiantara
KY dengan masyarakat.
Halini sebagai upaya
untuk mendukung
pelaksanaan wewenang
dantugasKY dalam
mewujudkan peradilan
bersih.

Untuk peluncurankedua
buku ditandaidengan

pembubuhantanda
tangan pada cover buku
oleh Wakil Ketua KY
Maradaman Harahap dan
disaksikan oleh Sekretaris
Jenderal KY Danang
Wijayanto.

“Lewat film dan buku

ini, KY mencoba
mendekatkan diridengan
publik agar dapat terus
membantu mewujudkan
peradilan bersih,” ujar
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembagadan
LayananInformasiKY
Farid Wajdi.

Lebih lanjut Farid
menambahkan, buku
Bunga Rampai merupakan
perspektif para pakar
tentang manajemen
kekuasaan kehakiman
yangideal.

“Kehadiran buku
diharapkan dapat
sebagaireferensidalam

T | Ko
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Foto bersama usai penandatanganan
komitmen bersama antaraKY
dengan Mitra dalam rangka
mewujudkan peradilan yangjujur
dan adil.

SELINTAS

mendorong manajemen
kekuasaan kehakiman
yang melibatkan banyak
unsur dalam masyarakat,”
tambah Juru BicaraKY ini.

Sementara buku

Panduan Pemantauan
Persidangan diharapkan
mampu menjadi
instrumen diseminasi
gagasan-gagasan KY
untuk menjaga harkat dan
martabat hakim.

Peluncuran film ditandai
dengan ditayangkan
perdanadihadapan
peserta Seminar
Eksistensi Jalur Nonkarier
(Profesional) dalam
Rekrutmen Calon

Hakim Agung. Filmitu
mengisahkan tentang
pentingnya aparat
penegak hukum untuk
memegang teguh kode
etik profesi, integritas dan
profesional. (Festy/Jaya)
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Hakim Agung Jalur Nonkarier
Hadir Menjawab Rasa Keadilan
Masyarakat

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN Emnluu YANG JUJUR DAN AD:..

“ENSISTENSI JAI.UH NON I(ARIR k PROFESIONAL)

DALAM REI(RI.ITHEH CALONH

KiM ﬁGUNG“

Seminar Eksistensi Jalur Nonkarier
(Profesional) dalam Rekrutmen Calon
Hakim Agung di Gedung KY, Jakarta

utusan Mahkamah
Konstitusi (MK)
Nomor 53/

PUU-XIV/2016 yang
mengabulkan sebagian uji
materiUndang-Undang
(UU) Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua
atas UUNomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah
Agung menimbulkan
diskursus terhadap jalur
nonkarier dalam seleksi
calonhakimagung (CHA).
Pasalnya, Mahkamah

Komisi Yomistay, | Soit

Agung (MA) berpendapat
ketersediaan hakim
agung yangdiisidari
jalur nonkarier haruslah
berdasarkankebutuhan
diMA.

Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Aidul Fitriciada
Azhariberpendapat,
rekrutmen hakimagung
dilndonesia merupakan
campuran antara sistem
karier dan profesional.
Untuk hakim tingkat

SEPTEMBER 2018

pertamadan banding
menggunakan sistem
karier. Sementara untuk
tingkat MA terbuka bagi
karier maupun nonkarier.

“KY mengikutiUU,
sehinggarekrutmen
tetap dibuka untukjalur
hakim agungdarijalur
nonkarier maupun karier,”
tegas Aidul saat menjadi
pembicara dalam seminar
EksistensiJalur Nonkarier
(Profesional) dalam

Rekrutmen Calon Hakim
AgungdiGedungKY,
Jakarta, Senin (27/8).

Lanjut Aidul, ada
prinsip internasional,
yakni fair reflection of
society dimana proses
dan standar seleksi
hukum harus menjamin
persamaan keadilan dan
keberagaman. Rekrutmen
hakim agung harus
sesuaidengan prinsip
itu. Perlu ada komposisi

www.komisiyudisial.go.id



yang mencerminkan
realitas masyarakat
yang beragam, termasuk
keragaman profesiyang
bukanhanya berasal dari
hakim agung, melainkan
jugadarikalangan
profesional lainnya

yang dapat diajukan
oleh pemerintah atau
masyarakat.

Hadir dalam kesempatan
itu Hakim Agung Suhadi
yang turut menjadi
pembicara. Suhadi
mengungkapkan jalur
nonkarier dibuka karena
MA membutuhkan
keilmuan khusus.
Kehadiran nonkarier
inidiharapkan dapat
meningkatkan mutu
dan memberikan bobot
pada setiap putusan MA.
Misalnya, hakim agung
nonkarier tersebut ahli
dalam bidang hukum
pidana pencucian uang,
hukum perbankan,
perpajakan, hukum bisnis,
hukum lingkungan,

hak asasimanusia, dan
sebagainya.

“Jalur nonkarier

dulu dibukakarena

MA membutuhkan
keahlian atau keilmuan
hukum tertentu. Pada
kenyataannya, banyak
masukan dari hakim
dibawah kalau Hakim
Agungyang masuk ke
MA lewat jalur nonkarier
itu ternyata biasa saja
keilmuannya. Oleh karena
ituKY dan MA perlu duduk
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bersama untuk membahas
permasalahn hakimjalur
nonkarier ini,” beber
Suhadi.

Lebih lanjut,ia
menjelaskan bahwa

MA sependapat atas
pertimbangan hukum
dalam Putusan MK Nomor
53/PUU-XIV/2016.
Halitu didasarkan

kepada Keputusan

Nomor 142/KMA/SK/
IX/2011bahwa Ketua MA
telah memberlakukan
sistem kamar pada MA.
Penempatan hakimagung
dalam sebuah kamar
didasarkan pada keahlian
mereka.

Dalam kesempatan sama,
mantan Ketua MA Bagir
Manan berpendapat,
hakim agung nonkarier
awal mulanya sebagai
penyeimbang bagi hakim
agungdarijalur karier
diMA.lamenegaskan,
sistem rekrutmen hakim
agung telah dipilih, meski
tidak sempurna.

“Tidak ada sistem

yang sempurna. Bila
sudah dipilih, maka
harus dijalankan. Yang
dibutuhkan adalah
komitmen antaraKY dan
MA serta DPR. Hakim
agung terpilih haruslah
yang terbaik memenuhi
kapasitas danintegritas,”
pungkas Bagir.

Bagir Manan menganggap
polemik hakimagung

lewat jalur karier maupun
nonkarier tidak perlu
diperdebatkan lagi. Sebab
sistem rekrutmen hakim
agung tersebut sudah
dipilih dan pastitidak akan
adayangsempurnakarena
buatan manusia. Namun,
agar sisteminidapat
berjalan dengan baik,
maka perlu ada komitmen
dariberbagai pihak.

“Soal berapajumlah
persentase hakim karier
maupun hakim non karier
diMA, biarkanMA dan
KY sajayang membahas
komitmen tersebut.

Yang perludiingat, KY
sebagaiperekrutdan
DPR sebagaipihak yang
memberipersetujuan
harus berkomitmen dalam
prosesnyaagar Hakim
Agung yang terpilih
merupakan the best of the
best,” uraiBagir.

Hal senada disampaikan
mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Hamdan
Zoelva.lamenceritakan
sedikit pengalamannya
saat menjadi Anggota
DPR dan melakukan
fitand proper test saat
proses seleksihakim
agung pertamakali dibuka
lewatjalur nonkarier,.
Menurutnya, hakimyang
berasal darijalur karier
itu penguasaan teknisnya
sangat luar biasa. Namun
pemahamannnya lurus
dan seragam. Sedangkan
hakim yang berasal
darijalur nonkarier,
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penguasaan dan
pemahaman keilmuannya
sangat kaya.

“Hakim Agung tidak cukup
menguasai teknis yudisial,
tapijuga penguasaan
keilmuannyadan
pengayaan putusannya
harus kaya. Kehadiran
hakim jalur nonkarier
memberiwarna bagi
putusan hakimyang
pemahaman hukumnya
sama. Hakimjalur
nonkarier sebenarnya
hadir untuk menjawab
rasa keadilan di
masyarakat saatitu,” jelas
Hamdan.

Hadir pula akademisi
dariUniversitas Charles
Darwin Australia Danial
Kelly. la banyak bercerita
tentang pelaksanaan
rekrutmen hakim di
Australia. Hakim diangkat
secara sah oleh wakil

raja atauratulnggris dan
diusulkan oleh Menteri
Hukum Australia. Hakim
di Australia dibagi menjadi
tingkat bawah melalui
lowongan sebagai hakim.

“Latar belakang hakim
tingkat bawah di Australia
didominasi mantan
pengacaradandiantara
mereka pernah menjadi
dosen dibidang hukum.
Sementara hakim tingkat
atasyangdiusulkanoleh
pemerintah berdasarkan
kompetensidanintegritas
yang teruji,” pungkas
Danial. (Noer/Festy)
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SELINTAS

Teknis Yudisial Tidak Akan
Dikenakan Sanksi

P L

‘ Ketua Bidang Pengawasan Perilaku
Hakim Sukma Violeta saat menjadi
keynote speech dalamacara Labour Ad
Hoc Judges Training di Jakarta

ukum perburuhan
mempunyai
sifat tersendiri

yang tidak sepenuhnya
disamakan sengketa
perdata biasa, maka
logis dan adil apabila
hukum acara perburuhan
dibuat tersendiri. Hukum
perburuhan tidak lagi
menggunakan hukum
acaraperdata, kecuali
untuk hal-hal tertentu.

“Atas dasar itu menjadi
penting sekaliagar para
hakimadhoc Pengadilan
Hubungan Industrial

tidak hanya berpedoman
padahukumacara
perdata, tetapi mencoba
mengembangkan
nilai-nilaiyang hidup
dalammasyarakat dan
melakukan penemuan
hukum di bidang hukum
perburuhan,” kata
Anggota Komisi Yudisial
(KY) Sukma Violeta saat
memberikan keynote
speech dalam acara Labour
AdHoc Judges Training
bertema “Penguataan
Filsafat Hukumbagi
Hakim ad hoc Demi
Terwujudnya Pengadilan

o EDISI
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Hubungan Industrial yang
Berkeadilan”, Kamis (6/9),
Jakarta. Acaratersebut
diselenggarakanoleh
Trade Union Rights Center
(TURC), Pusat Kajian &
AdvokasiPerburuhan.

Lebih lanjut Sukma
menjelaskan, hakim
adhoc PHljugaharus
mempertimbangkan
aspek sosiologis ketika
memutus perkara.
Menggali nilai-nilaiyang
hidup dalam masyarakat,
melihat kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi

terhadap putusanyang
akan diambil, apakah tepat
hanya harus berdasarkan
aturanatau malah harus
melakukan penemuan
hukum.

“Jikamelakukan
penemuan hukum, maka
besar kemungkinan
putusanyangdikeluarkan
tidak hanya menyentuh
ranah kepastian,
tetapibisasajajuga
mendatangkan keadilan,
dan kebermanfaatn

bagi pekerja/buruh,
yang notabene adalah
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konstituen darihakim

ad hoc PHIdarikalangan
pekerja/buruh atau
peserta pelatihanini,” jelas
Sukma.

Sebagaihakim tidak
hanya membutuhkan
peningkatan pengetahuan
atau aspek kognitif saja,
tetapijuga mendalami,
meningkatkan
pengetahuanyangada
hubungannyadengan
aspek afektif, serta
menegakkannya. Aspek
afektif hakim, yaitu Kode
Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH).KEPPH
merupakan pedoman bagi
hakim dalam berperilaku,
baikitudalam kedinasan
maupun diluar kedinasan.

Apabila hakim sudah
punyakemampuan
kognitif, baik itu hukum
acaradanmateriil yang
bagus, dalam bersidang
juga selalu memperhatikan
aspek sosilogis terhadap
putusanyangakan
diambil, serta selalu
berpedoman pada KEPPH
dalam bertugas, maka

bisa dikatakan hakim
tersebut merupakan hakim
yangdiharapkanbisa
mewujudkan peradilan
bersih, dan memberikan
keadilan bagipara pencari
keadilan.

“KY memastikan
upaya-upayauntuk terus

dalam rangkamenjaga
kehormatan dan keluhuran
martabat hakim,” ujar
Sukma.

Keesokan harinya (7/9)
diacaradantempatyang
sama saat berkesmpatan
menjadinarasumber,
Sukma menjabarkan
tentang fungsi
pengawasan hakim yang
dimilikiolehKY.

“Bilahakimdipanggildan
diperiksa oleh Komisi
Yudisial, dan ternyata
kesalahannyamerupakan
teknis yudisial, tidak akan
dikenakan sanksi,” tegas
Sukma.

Dalam Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH), ada 10 prinsip
etik yang harus dipatuhi
oleh hakim baik didalam
maupun luar persidangan.
Selainadanya kewajiban
hakim untuk berperilaku
adil, jujur, berintegritas
tinggidll, hakimjuga

dituntutuntuk selalu
bersikap profesional.

“Darilebih dari1500
laporanyangditerima
KY pertahunnya,ada
beberapalaporanyang
terkait dengan kekeliruan
dalam pertimbangan
hukum dan putusan.

KY tetap merespon
laporan tersebut karena
merupakan kebutuhan
para pencarikeadilan.
Laporan tersebut kami
analisis dan selanjutnya
dilakukan pemeriksaan
terhadap pelapor dan
saksi-saksi, serta terhadap
hakim terlapor. Proses
iniuntuk menjamin
adanya keseimbangan
informasidariberbagai
pihak. Dengandemikian
analisa yang kamimiliki
lengkap. Jika kekeliruan
semata-matadariaspek
tehnis yudisial, KY tidak
memberisanksikarena
kesalahan tersebut
diperbaikimelaluiupaya

hukum banding dan kasasi.

SELINTAS

Akan tetapidariprosesini
KY mempunyaigambaran
tentang profil kapasitas
hakim,” jelas Ketua Bidang
Pengawasan Hakimdan
Investigasiini.

“Terkait dengan
kekeliruandalam
pertimbangan hukum
dan putusan, KY memang
berhati-hati, karena hal
inidapat mengganggu
independensi hakim.
TetapiKY tetap merespon
masyarakat yang
mengajukan laporan
tersebut, sambil menjaga
independensidan marwah
hakim,” tambah Sukma.

“Prosesinitidak akan
mengganggu kebebasan
hakim dalam mengadili
dan memutus perkara.
Sebabdarihasil
pemeriksaanKY, pada
pelapor hanyadiberikan
petikan putusan, apakah
terbuktimelanggar kode
etik atau tidak,” pungkas
Sukma. (Noer/Festy)

Foto bersama usaiacara Labour Ad Hoc

Judges Training bertema “Penguataan
Filsafat Hukum bagi Hakim ad hoc Demi
Terwujudnya Pengadilan Hubungan
Industrial yang Berkeadilan™di Jakarta

melakukan pengawasan
hakim, termasuk terhadap
hakim ad hoc PHI,
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KUTI ATAU
VERUKAVULGARIS




Mengenal kutil atau
veruka vulgaris

eruka Vulgaris
Adalahinfeksi
HPV padakulit/

epidermisdengan
gambaranklinis berupa
benjolan/papul, nodul
berbentuk kubah sewarna
dengankulit, permukaan
kasar danberbatas tegas
,dapat tunggal maupun
berkelompok. Penyakit

ini sering terjadi pada
anak-anak seusia sekolah,
tetapi siapapun dapat
terinfeksitermasuk orang
dewasa baik laki-lakidan
perempuan..

Penyebabnya

InfeksiHPV pada
epidermis Sub tipe HPV
yang telah diketahui
menyebabkan veruka
vulgaris adalah sub tipe
HPV1,2,4,7,27,29,57 &
63. Virus dapat bertahan
padalingkunganyang
lembab (lantaikamar
gantikolamrenang, lantai
pinggir kolam renang
,lantaitempat mandi
pancuran

Gejala

Karateristik darikutil/
veruka vulgaris adalah
benjolandengan
permukaan kasar, dan
terlihat terutamadidaerah
tangan, siku, lutut, kaki
danjari-jari.Gambaran
Klinis Papul Nodul
berbentuk kubah sewarna

www.komisiyudisial.go.id

dengankulitdengan
permukaan kasar Berbatas
tegas Tunggal maupun
berkelompok.

Biasanya benjolan sedikit
meninggi, tepikeras dan
halus pada permukaan
tengah. Terdapat gradasi
warna lebih terang atau
lebih gelap di sekitar kulit.
Untuk ukuran, biasanya
kutil pada tangan sering
terlihat lebih besar, dan
sepertibunga kol tipis.

Untuk kutil pada telapak
kaki, sering mengeras
karenasering tertekan
dengantanah saatkita
berjalan sehari-hari.

Veruka mempunyai
beberapabentuk yaitu:

Veruka vulgaris

Kutilinibiasanya terdapat
pada anak dan mengenai
bagian punggungdari
anggota gerak badan,
namun dapat pula
mengenai mukosa mulut
dan hidung. Bentuknya
bulat dan berwarna
abu-abu, besarnya

sepertibijijagungatau
dapat lebih besar lagidan
permukaannyakasar.
Variasinyaadayang
terdapat padamukadan
kulit kepala, berbentuk
penonjolanyang tegak
lurus pada permukaan
kulit dan permukaannya
kasar, disebut sebagai
veruka filiformis.

Veruka planajuvenilis

Kutilini biasanya terdapat
padaanak dan usiamuda,
mengenai muka dan leher,

punggung tangan dan kaki,

pergelangan tangan, dan
lutut. Besarnya sebesar
kepalajarum pentul atau
bijijagung, permukaannya
licindanrata, dan
berwarnakecoklatan.

SEPTEMBER 2018

KESEHATAN

Veruka plantarisplantar-
warts

Kutilini terdapat pada
telapak kakiterutama
yang mengalami
penekanan. Bentuknya
sepeticincin yangkeras,
dibagiantengah agak
lunak dan berwarna
kekuning-kuningan,
permukaannya licin
danterasanyeripada
waktu berjalan. Selainitu
terdapat pula kutil pada
alat kelamin yang disebut
veruka akuminatum
(kondiloma akuminatum).

Diagnosa

Diagnosis terhadap
penyakit inididasarkan
pada penampilan

klinis penderita.
Gambaranklinis iniakan
membantu dokter dalam
menegakkan diagnosis
dan menyingkirkan
kemungkinan lainnya.
Dalam proses diagnosis,
dokter juga akan
melakukan pemeriksaan
kepada Andayang
meliputi wawancara
terarah dan pemeriksaan
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KESEHATAN

kulit. Dokter juga akan
melakukan pemeriksaan
dengan mikroskop jika
diperlukan.

Penanganan

Kutil perlukah diobati
atau dibiarkan saja?
Ada pendapat yang
menyebutkan bahwa kutil
dapat sembuh sendiri
tanpa pengobatan. Jadi,
jika tidak menimbulkan
gangguan kutil tidak
perlu diobati. Tanpa
pengobatan, sekitar
3dari10kutil hilang
dalam 10 minggu dan
kebanyakan kutil hilang
dalam1-2 tahun, tanpa
meninggalkanjaringan
parut.

Kemungkinan terbesar
kutilini sembuh sendiri
terjadi pada anak-anak
dan usiamuda. Pada
orang yang lebih tua, kutil

E Konmisi YupisiAL
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kadang-kadangdapat
menetap sampaibeberapa
tahun.

Pengobatan yang
diberikan dapat
menghilangkan kutil lebih
cepat.Namun, pengobatan
inimembutuhkan waktu
dankadang-kadangdapat
menyakitkan. Penyakit
inijuga sering kambuh,
walaupun sudah diberikan
pengobatan yang baik.

Penatalaksanaan
bertujuan:

untuk mengobati
ketidaknyamanan
pasien baik fisik
maupun psikologis
danuntuk mencegah
penyebaraninfeksi.

menghilangkan lesi
padakulitdengan
kerusakan seminimal
mungkin pada kulit
sehat.

Indikasi:

terdapat gejala pada kutil
berupanyeri, berdarah,

gatal ataurasaterbakar
,lesiyangmengganggu
secara kosmetik maupun
fungsi, lesibanyak atau
besar, pasieningin
mencegah penularan
kepadadirinya sendiri
atau oranglain, keadaan
pasienimunosupresif,
pasien diabetes, kutil
padaanus dangenital,
danterdapat perubahan
warna atau penampakan
pada kutil.

Jikaanda menginginkan
menghilangkan kutil
segera, ada beberapa
pilihan pengobatan yang
dapat diberikan:

1. Terapiyang
umum dilakukan
adalah pemberian
keratolitik.

Keratolitik ini pilihan
utama. Contoh keratolitik
adalah Asam Salisilat
dengan konsentrasi 10,
20dan 40% tergantung
lokasidan ukuran lesi.
Carapenggunaannya
setelah dioleskan, tutup
area kutildengan plester.
Dioleskan setiap sebelum

Kutil perlukah diobatiatau dibiarkan saja? Ada

pendapat yang menyebutkan bahwa kutil dapat

sembuh sendiri tanpa pengobatan. Jadji, jika

tidak menimbulkan gangguan kutil tidak perlu

diobati.
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Salah satu penelitian menemukan bahwa

menutup kutil dangan tape adhesif kuat dapat

menghilangkan kutil dalam waktu 1 atau 2 bulan.

Namun studilain tidak membuahkan hasilyang

sama baiknya

tidur. Asam salisilat ini
terdapat dalam bentuk
lotion dan plester khusus
yang mengandung asam
salisilat.

Biasanyabahanini
digunakan setiap hari
selama 3 bulan. Setiap
beberapa harilapisan
matiyang terdapat di
permukaan atas kutil
harus dibersihkan/
digosok. Lebih baik jika
kutil dibasahi terlebih
dahulu denganair selama
5-10 menit sebelum
diberikan asam salisilat.
Jangan memberikan
bahanini pada wajah
karenadapat mengiritasi
kulit. Pengobatan dengan
asam salisilat ini dapat
menghilangkan kutil
dalam waktu 3 bulan.

2. Dibekukan
(cryotherapy)

Selainkutildiarea
genital (penis atau
vagina), kebanyakan
kutil yang tidak berada
diareatersebut dapat
dihilangkan dengan
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cryotherapy. Penelitian
merekomendasikan
cryotherapy sebagaicara
menghilangkan kutil yang
cukup efektif, terutama
untuk kutildiareatangan
dankaki.

Selama prosedur
berlangsung, dokter

akan memotong kutil
Andadengan pisau

yang kecildan tajam.
Kemudian, mereka akan
mengaplikasikan zat beku
dengan lidi kapas atau
disemprotkan. Nitrogen
cair biasadigunakan
sebagai zat beku tersebut.

Cryotherapy dilakukan
dengan pemberian bius
lokaluntuk mencegah
terjadinyarasanyeri
selama prosedurnya.

Nitrogen cair ini
sangatdingindan

efek pembekuan serta
perlunakanyang
ditimbulkan dapat
menghancurkan
jaringan kutil. Untuk
menghilangkan kutil
secara total memerlukan

pengobatan yang
berulang-ulang, dapat
sampai 4 kali.

Kemungkinan
hilangnya kutil melalui
carainihampir sama
dengan pengobatan
menggunakan asam
salisilat,namun
cenderung lebih
cepat. Pengobatan
dengan carainidapat
menimbulkanrasa
nyeri.Kadang-kadang
timbul lesi lepuh kecil

KESEHATAN

yang berlangsung satu
hariatau lebih pada kulit
yang berdekatan setelah
pengobatan.

Penggunaan krioterapi
(Terapibeku) dengan
cairan nitrogen sering
digunakan terutama di
luar negeri.

3. Bedah.

Penyakit biasanya

tidak diterapidengan
pembedahankarena
kutil dapat timbul
kembali. Biasanya caraini
dilakukan jika penderita
mempunyai beberapa
kutildan ukurannya
besar. Pembedahan
yangdilakukan

dapat menggunakan
elektrokauter, laser,
maupun kuret.

Terapidilndonesia sendiri
yang sering adalah
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pembedahan dengan
eksisidan menggunakan
elektrokauter.

4. Tape

Salah satu penelitian
menemukan bahwa
menutup kutildangan
tape adhesif kuat dapat
menghilangkan kutil
dalam waktulatau 2
bulan.Namun studi lain
tidak membuahkan hasil
yang sama baiknya.
Jadi, buktihasil dari
pengobatan dengan cara
inimasih bervariasi.
Metode pengobatan lain,
dapat digunakanagen
topical, injeksiintralesi,
danlaser

Apakah kutil
menular?

Virus yang menyebabkan
penyakitinisangat
menular. Virusini
ditransmisikan secara
langsung ke orang lain
melalui kontak kulit. Selain
itu, dapat pula ditularkan
secaratidak langsung,
terutama melalui
permukaan lantai yang
keras, seperti pada kamar
mandidan kolam renang.

Telapak kakiyang
mempunyai kutil
melepaskan virus yang
infeksius ke permukaan
lantai. Kulit yang basah
dan lebih sensitif menjadi
lebih mudah terinfeksi.
Anak yang memiliki kutil

Tindak pencegahan dari penyakit veruka

vulgaris dapat dilakukan dengan selalu menjaga

kebersihan masing-masing individu agar tidak

mudah tertular. Tak hanyaitu, Anda dianjurkan

pula untuk menghindari kontak langsung dengan

penderita guna mencegah terjadinya penyakit ini

tetap dapat berenang
sepertibiasa, namun
mereka harus memakai
kaos kaki (verrucasock)
atau menutupikutil
mereka dengan plester
tahan air untuk mencegah
penularan virus.

Virusjuga dapat
disebarkan darisatu
bagian tubuh ke bagian
tubuh lain. Sebagai
contohnya, kutil dapat
menyebar di sekitar kuku,
bibir dan kulit sekitarnya
jika Andamenggigit
kutil yang terdapat pada
jariatau dekat kuku
ataumengisapjariyang
terdapat kutil.

Tidak semuaorang
rentan terhadap virus
ini. Pada saat anak-anak
menggunakan kamar
mandibersamadimana
human papilloma virus
inibersarang, sebagian
darimereka akan
mendapatkan penyakit
ini, dimana sebagian lagi
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tidak. Alasan terdapat
perbedaan pada halini
belum diketahui.

Pencegahan

Tindak pencegahan dari
penyakit veruka vulgaris
dapat dilakukan dengan
selalumenjaga kebersihan
masing-masing individu
agar tidak mudah
tertular. Tak hanyaitu,
Andadianjurkan pula
untuk menghindari
kontak langsung dengan
penderita gunamencegah
terjadinya penyakit ini.

Untuk mencegah
tumbuhnya kutil pada
tubuh, lakukan tip berikut:

1. MandiBersih

Sangat dianjurkan untuk
mandiduakalidalam
seharidenganair bersih
danjanganmandidi
sembarangan tempat
seperti WC Umum atau
sungai.

2. Hindaribergantibaju
denganoranglain

Hindari memakaibaju
yang habis dipakaiorang
lain. Baju bekas dipakai
tersebut dapat menjadi
sumber penularan virus
HPV.

3. Hindariseksbebas

Virus HPV penularannya
melalui hubungan seks.
Oleh karenaitu, hindari
seks bebas. Lakukan
hanya dengan pasangan
yangsah.

4. Lakukanimunisasi
HPV

Imunisasiitu dapat
mencegah penularan
virus HPV.Khususnya
bagi wanita, imunisasi
ini dapat pula mencegah
kemungkinan terjadinya
kanker leher rahim yang
banyak menyerang
wanita saat ini. (berbagai
sumber)
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RELUNG

Kata sederhana yang ternyata
tak mudah aku hadapi.

Perpisahan pertamaku terjadi ketika aku putus dengan pacar
yang telah 4 tahun aku gandeng kemana-mana. Perpisahan itu
terasa beral bukan karena status pacar yang hilang, namun terasa
sangat berat karena akupun kehilangan sahabat baik yang selama
ini mendengarkan keluh-kesahku. Perpisahannku berakhir dalam sepi.
Sendiri berteman satu boks tisu.

Perpisahan keduaku terjadi saat ayahku menghembuskan nafas terakhirnya.
Dia sosok spesial di hati yang membentuk karakter keras kepalaku. Jauh sebelum
meninggal, ia berpesan agar tidak mengadakan tahlilan atau acara pengajian. Ja
pun berpesan agar aku cukup mendoakannya, tak perlu menengok jasadnya di kuburan.

Perpisahan ini pun dalam hening yang pilu. Aku tak menangis. Air mataku tertahan. Seakan
ada bendungan dadakan yang tiba-tiba berdiri dalam pelupuk mata. Hingga I bulan kemudian,
bendungan itu roboh. Akupun menangis seminggu penuh. Perpisahan ketigaku dengan nenekku.

Simbah Putri yang cerewet tiada tandingannya. Perpisahan dengannya diiringi sanak saudara

yang mengantar hingga makam. Ramai, banyak yang mengantar.
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etiap malam
seminggu
setelahnya

meninggal, rumah
selalu penuh orang
yang melayat. Yang
ikut pengajian pun

tak kalah banyak.
Simbah yang terkenal
cerewet ini rupanya
menyisakan kenangan
manis di hati saudara,
letangga, dan
temannya yang tak lagi
muda. Simbah terkenal
ringan menolong.

Perpisahan, bagiku
menjadi sesuatu yang
berjarak. Karenanya
kita tak lagi akrab.
Karenanya tak lagi
berjumpa, meski tetap
rindu.

Beberapa hari yang
lalu seorang tetangga
yang diberi gelar
Ustad di kampungku
meninggal. Umurnya
belum terlalu tua, 42
tahun. Ustad yang
terbilang masih muda
itu disolatkan oleh
ratusan. Yang melayat
tak henti datang. Ja
diantarkan ketempat
istirahatnya yang
terakhir oleh banyak
orang. Ja diingat,
didoakan oleh banyak
orang.

Perpisahan baru

Perpisahan dengan
rasa berbeda baru aku
rasakan. Perpisahan
dengan rekan sekanior.
Perpisahan ini dinamai
pensiun. Salah seorang
rekan kerja, panggil
saja dia émak, akhir
bulan ini masuk masa
pensiun. Lalu suasana
kantor tiba-1iba sibuk
dalam alam whatsup.
Sibuk merancang
acara perpisahan

buat Emak. Grup wa
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dadakan ini setiap hari
riuh degan berbagai
ide. Mulai dari
tanggal pelaksanaan,
konsep acara,
sampai bingkisan
kenang-kenangan
tanda cinla unituk
émak. Semua dana
pribadi. Tak ada
sokongan kantor. Ini
khusus acara fans
Emak.

Hari H datang. Sampai
kantor, kulihat
beragam masakan
sudah berjejer rapi di
meja. Nasi Kuning, Mie
Goreng, ayam gorong,
jengkol balado, ikan
bumbu kuning, tahu
bakso, tahu bacem,
orek tempe, sambal
goreng ati, es campur,
puding, dan beragam
buah-buahan.

Siang menjelang,
émak yang diungsikan
dipanggil dengan
sebuah skenario
dimarahi atasan. Kami,
hampir 50 orang lebih
bersiap menyambut.
Lampu dimatikan,
pintu ditutup.

“Kejutan..” sorak

semua yang menunggu.

Mata sayu Emak
mulai berkaca-kaca.
Mataku juga. Aku
terharu. Senang
rasanya melihat
émak mendapat
perhatian sebanyak
itu. Saat atasanku
mulai berbicara,
mengucapkan maksud
acara, ucapan
terimakasih dan
bla..bla.. aku yang
mendengar tak henti
meneteskan air mata
haru. 7ak hanya

aku, kulirik rekan di
samping kiri-kananku
pun mengusap air
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mata yang diam-diam
keluar. Aku bahagia.

Dalam obrolan kecil
saat menyantap
makanan, barulah aku
tahu beberapa orang
ikut berpartisipasi
dalam acara ini karena
selain Emak terkenal
karena masakannya
yang pedas (ups SUPER
PEDASSSS), tapi juga
suka berbagi dan
perhatian pada rekan
kerja yang lain.

Awalnya kukira

Eémak hanya suka
berbagi dengan rekan
se-Bironya saja. Eh
ternyata... Halinya
lebih luas dari itu.
Rekan kerja, 0B,
security, cleaning
service, semua akan
ditawari makan.
Sepertinya ia berpikir
yang penting kebagian
meski sedikil.
Inspiratlif. Perlu
dicoba.

Acara berakhir.

Emak lambat laun
bercerila bagaimana
ia cemas takut diomeli
atasan. Selama ia
bekerja, atasannya
tak pernah menegur
jika ia pergi menjelang
jam makan siang.
Dengan mata sembab
iapun mengucapkan
banyak terimakah atas
kejutannya. Lagi, aku
terharu.

Bulan belum
berkahir. Emak akan
definitip awal bulan
nanti. Namun di
mataku tergambar
samar-samar
khayalan jika Emak
sudah tidak berkantor
lagi. Saat khayalan
itu datang, mata ini
berair. Aku sedih.
Perpisahan belum

terjadi, namun
bayangannya sudah
membawa sepi.

Perpisahanku.

Bagaimana dengan
ku? Bagaimana

aku meninggal
nanti? Akankah aku
diantarkan orang
banyak saat menuju
peristirahatan
terakhirku? Berapa
banyak orang yang
menyolatiku? Melayat
jenazahku? Berapa
banyak orang yang
mendoakanku?

Tunggu.. Sebelum
berpisah dengan
dunia, bagaimana aku
berpisah dengan rekan
kerjaku? Bagaimana
aku menyambul masa
pensiunku? Akankah
aku diingat? Akankah
aku dilepas penuh
cinta seperti Emak?

Japi.. Apa yang telah
kuperbuat hingga

aku pentas mendapat
perlakukan manis itu?
Kebaikan apa yang
telah aku lakukan
pada temanku?

Budi baik apa yang
kuberikan pada rekan
kerjaku, tetanggaku,
saudaraku?

Dalam sukacila yang
penuh haru ini aku
diingatkan juga diberi
contekan.

Berbuat baik.
Berbagi kebaikan.
Berbagi rejeki.

Dengan pamrih agar
kelak saat perpishanku
tiba banyak doa
mengantarku. Amin... [
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